MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI DESA PATIMBAN,
DESA KALENTAMBO, DESA GEMPOL, DESA KOTASARI, DESA PUSAKARATU,
KECAMATAN PUSAKANAGARA DAN DESA PUSAKAJAYA, KECAMATAN
PUSAKAJAYA, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA DIREKTORAT KEPELABUHANAN, DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Pcraturan Pemermtah
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izm Lmgkungan, seliap
Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau
UKL-UPL wajib memiliki I1zm Lmgkungan,

b bahwa Dircktur Jenderal Pcrhubungan Laut atas nama
Mcntcn Pcrhubungan mclalui surat Nomor Al 003/1/24
PHB 2017 tanggal 01 Februari 2017, mcngajukan
Permohonan Izm Lmgkungan dan Penilaian Dokumen
ANDAL dan RKL RPL Rcncana Pembangunan Pelabuhan
Patimban kepada Mcntcn Lmgkungan Hidup dan Kchutanan,

¢ bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, telah ditcrbitkan Keputusan Menteri
Lmgkungan Ihdup dan Kchutanan Nomor SK
135/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017 tanggal 28 Februari 2017
tentang Kelayakan Lmgkungan Hidup Rcncana Kegiatan
Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa
Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasan, Desa Pusakaratu,
Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya, Kecamatan
Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provmsi Jawa Barat kepada
Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Pcrhubungan
Laut, Kementenan Pcrhubungan,

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Lmgkungan Hidup dan Kchutanan
tentang Izm Lmgkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan
Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol,
Desa Kotasan, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara
dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten
Subang, Provmsi Jawa Barat kepada Direktorat
Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementenan Pcrhubungan,



Mengingat

Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tntang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan,

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara,

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang
Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyck Strategis Nasional,
Peraturan Mentert Negara Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mcngenar Dampak
Lingkungan Hidup,

Peraturan Menter1 Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemcriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan,
Peraturan Menter1 Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P 18/MenLHK-I1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kecrja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Keputusan Menter1 Perhubungan Nomor KP 901 Tahun
2016, tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional,
Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang ditetapkan
sebagai Pelabuhan Utama,

Keputusan Menter1 Perhubungan Nomor KP 87 Tahun
2017, tanggal 17 Januart 2017 tentang Rencana Induk
Pelabuhan Patimban, Provinst Jawa Barat,

Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 550/5917/Dishub,
tanggal 16 Desember 2016 tentang Rekomendas: untuk
Penerbitan Penctapan Lokasi Pelabuhan Patimban di Daerah
Kabupaten Subang dan Rckomendas: Kesesuaian Tata
Ruang untuk Penetapan RIP Patimban,

Surat Bupati Subang, nomor 551 43/1688/Bapp, tanggal 25
November 2016, perithal Reckomendasi Kesesuaian Tata
Ruang Pcnetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Patimban,
Surat Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementcrian Agraria
dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor
40/200/1/2017, tanggal 13 Januari 2017, penhal
Rekomendasi Kesesualan Tata Ruang Rcncana
Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang,
Jawa Barat,

Risalah Pengolahan Data (RPD) proscs penclahaan dan
penilaian dokumen AMDAL dan penerbitan Izin Lingkungan
Rencana Kegilatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di
Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Dcsa
Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara dan
Desa Pusakagjaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten
Subang, Provinsi Jawa Barat oleh Dircktorat
Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan, Nomor RPD-11/PDLUK-2/2017
tanggal 28 Februar1 2017,
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PELABUHAN PATIMBAN DI DESA PATIMBAN, DESA
KALENTAMBO, DESA GEMPOL, DESA KOTASARI, DESA
PUSAKARATU, KECAMATAN PUSAKANAGARA DAN DESA
PUSAKAJAYA, KECAMATAN PUSAKAJAYA, KABUPATEN
SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT KEPADA DIREKTORAT
KEPELABUHANAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Memberikan 1zin ingkungan kepada

1 Nama Usaha dan/ Dircktorat Kepelabuhanan,
atau kegiatan Dircktorat Jenderal Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan
2 Jenis Usaha Pembangunan Pclabuhan
dan/atau Kegiatan
3 Penanggung Jawab Mauritz H M Sibarani
Usaha dan/ atau
kegiatan
4 Jabatan Direktur Kepelabuhanan
5 Alamat Kantor JL Mcdan Mcrdeka Barat No 8,
Jakarta 10110
6 Telephone/Fax 021-3811308/ 021-3811786
7 Lokasi Usaha dan/ Pelabuhan Patimban di Desa
atau kegiatan Patimban, Desa Kalentambo, Desa

Gempol, Desa Kotasari, Desa
Pusakaratu, Kecamatan
Pusakanagara dan Desa
Pusakajaya, Kecamatan
Pusakajaya, Kabupaten Subang,
Provinsi Jawa Barat

Ruang lingkup Kegiatan dalam 1z1in lingkungan i1 mehputi

1 Kegilatan Mobilisasi alat berat dan material dengan
menggunakan jalur darat dan jalur laut,

2 Pembangunan Area Terminal dengan luas kurang lebth 178
Ha, yang terdir1 darn
a Pembangunan Tahap I Fase 1, dan
b Pembangunan Tahap I Fasc 2,

3 Kebutuhan lahan untuk pcmbangunan Tahap | Fase 1
sampai Tahap I Fase 2, total pembebasan lahan untuk area
terminal dan back-up area scbesar kurang lebith 356,23 Ila
dan jalan akses 32,8 Ha,

4 Pembangunan back up area dengan luas kurang lebth 10
Ha, dengan peruntukan
a 3 Ha akan digunakan untuk pembangunan utility area,
b 2 Ha untuk outer road,
¢ 5 Ha untuk pembangunan area publik

5 Pembangunan Jalan Akses, yaitu
a Jalan aksecs pclabuhan scpanjang kurang lcbih 8,1 km

dengan lebar 20 meter, yang terdir1 dar
1) Jalan akses pelabuhan scpanjang kurang lebith 5000
meter x 20 meter,
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2) Jalan lingkar dalam pelabuhan sepanjang kurang
lebith 3100 meter x 20 meter,

Jembatan penghubung pelabuhan kurang lcbih 1000

meter X 20 meter,

Ekstens: dermaga cksisting kurang lebith 350 mecter x 8

meter,

Pembangunan Area Terminal Patimban, terdir1 dar kegiatan
pembangunan beberapa jenis terminal serta pembangunan
sarana pendukung sepert1

o 00 oW

Terminal kontamner seluas 80 Ha,

Terminal kendaraan scluas 25 Ha,

Terminal kapal roro seluas 5 Ha,

Terminal kapal servis seluas 2 Ha,

Area  pendukung terminal yang terdirt  dan

(administrasi/kantor pelabuhan seluas 6 Ha ulilitas

seluas 17 Ha arca inspeksi scluas 3 Ha dan area tunggu

truk seluas 11 Ha dan area tunggu truk dan arca

penunjang lainnya),

Penyediaan area rel kereta/bongkar muat kercta 11 lHa

dan buffer zone scluas 7 Ha,

Area Fasilitas Pengelolaan lhimbah/Recewing Facilitiy

(RF) seluas 2 Ha,

Jalan (Inner road) dengan luasan 9 Ha,

Breakwater dengan panjang total 2 338 m,

Revetment dengan panjang total 1 736 m,

Seawall dengan panjang total 4 680 m,

Berth [tambatan yang terdir1 darn

1) Berth 1 untuk kontaincr dengan ukuran 840 m x 35
m’

2) Berth 2 untuk kontainer dengan ukuran 840 m x 35
m’

3) Berth 3 untuk kontainer dengan ukuran 480 m x 35
m?

4) Berth 7 untuk kendaraan dengan ukuran 690 m x 35
m’

5) Berth 8 untuk kapal service dengan ukuran 330 m x
50 m,

6) Berth Ro-Ro dengan ukuran 170 m x 50 m,

m Rencana jalur pelayaran,
n Nawvigation aids, dan
o Utilitas penanganan kontainer,

7 Keglatan recklamasi dan pembangunan fasilitas laut untuk
pembangunan terminal (baglan laut) dengan total
kebutuhan material reklamasi1 kurang lebith 10 300 000 m?,
dengan rincian scbagai berikut

Pengunaaan
kembali tanah Pembelian
Tahap keruk dengan Total (m3)
pasir (m3)
campuran semen
(m?) R
Tahap 1 2 300 000 1 400 000 | 3 700 000
FFase 1 R
Tahap 1 - 6 600 000 | 6 600 000
Fase 2 ]
| Total 2 300 000 8 000 000 | 10 300 000 |
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8 Kegiatan  pengerukan dan  pembuangan  matenal
pengerukan ke lepas pantal yang berjarak kurang lebih 15
km dar1 lokasi pclabuhan dengan kedalaman perairan
kurang lebih 23 meter, dengan volume scbagai berikut

Penggunaan
Kembali tanah | Pcmbuangan
.\ Volume
Tahap Keruk untuk Lc¢ pas Pantai
Pengerukan
pencampuran (m3)
- semen (m3) L
TahapI | 4 850 000 2 300 000 2 550 000
Fase 1
Tahap 1 | 21 200 000 - 21 200 000
Fase 2 ‘
]
Total 26 050 000 2 300 000 23 750 000

9 Kegiatan operasional fasilitas laut, mehiput
Aktivitas Calling Vessel (kapal),
Aktivitas bongkar dan muat kapal,
Aktivitas penyimpanan kargo dan transportasi,
Aktivitas pengelolaan limbah B3 dan non B3,
Supla1 air dan fasilitas penunjang,
Pengolahan air imbah/ Instalas:t Pengolahan Air Limbah
(IPAL), dan
g Suplai tenaga listrik,
10 Kegiatan operasional fasilitas darat, melhputs
a aktivitas area publik,
b pengelolaan imbah domestik,
c suplat air, dan
d utilitas histrik,
11 Kegiatan Pemeliharaan kolam putar (Basin) dan alur
pelayaran, dengan metode dredging, dengan volume scbagau

o 00 oR

berikut
Pecmebhar | | T
aan pada R
area | endapan | Ketmeman | JRUE | Volume
P endapan 3 P kerukan
(cm/tahun) 50 om (m3/tahun) (m3)
(tahun) ]
/ggjyaran 11,5 4,3 186 693 811 709
?%c;sol;ag 3,5 14,3 84 329 | 1204 700
Inner ]
Basmin 13 3,8 12 644 48 631
Channel

12 Keglatan operasional jalan akses

KETIGA Dalam melaksanakan kegilatan scbagaimana dimaksud pada
AMAR KEDUA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
wajib
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melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak
hingkungan hidup scbagaimana tercantum dalam Lampiran
[ dan II Keputusan Menter: 1,
Melakukan koordinas:i dengan instanst pusat maupun
daerah, berkaitan dengan pclaksanaan kegiatan ini,
melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah dacrah,
tokoh masyarakat, serta masyarakat (nelayan, petambak,
petani dan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi
renncana keglatan) yang terkena dampak dart aktivitas
kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi, dan opctrast
termasuk melakukan sosialisasi/ pengumuman pada sadt
terbitnya 1zin lingkungan kegiatan 1ni,
mengupayakan aplikasi reduce, reuse, dan recycle (3R)
terhadap limbah-limbah yang dihasilkan,
mclaksanakan ketentuan pelaksanaan keglatan sesual
dengan Standar Operating Procedure (SOP),
mclakukan perbaikan secara terus-menerus lerhadap
kehandalan teknologt yang digunakan dalam rangka
meminimalisast dampak yang diakibatkan dari rencana
kegiatan 1ni,
merumuskan program CSR dan CD kepada masyarakat
terdampak (nelayan, petambak, petani dan masyarakat
yang bermukim di sckitar lokasi rencana keglatan) yvang
disesuaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan dalam
pelaksanaannya  dikoordinasikan dengan pemcrintah
daerah setempat,
mendokumentasikan seluruh  kegiatan pengclolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, scrta
kegiatan lainnya terkait dengan kegitan-kegiatan tersebut,
menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8
(dclapan), paling sedikit 1 (satu) kali sctiap 6 (cnam) bulan
selama kegilatan konstruksi dan operasional berlangsung
dan menyampaikan kepada
a Menter: Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalu
1) Direktur Jenderal Planologi Kchutanan dan Tata
Lingkungan,
2) Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
dan Kehutanan,
b  Gubernur Jawa Barat melalu1 Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Jawa Barat,
¢ Bupati Subang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Subang,
dengan tembusan kepada kepala instanst yang membidang:
selain huruf a sampai dengan huruf ¢ diatas, sebagaimana
tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan
hidup atau institus1 pemantauan hingkungan hidup

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam

melaksanakan keglatan sebagaimana dimaksud dalam AMAR
KEDUA, wajib

1

2

memilikt 1zin usaha dan/atau 1zin lainnya yang terkait
dengan kegiatannya,

memiliki 1zin perindungan dan pengelolaan hingkungan
hidup (PPLH) untuk tahapan konstruksi dan opecrasi, berupa

[zin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya
dan beracun, dan
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melakukan  pengelolaan dan  pemantauan  dampak
lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran
[ dan II Keputusan Menter 1ni,
Mclakukan koordinas: dengan instanst pusat maupun
daerah, berkaitan dengan peclaksanaan kegiatan ini,
melakukan sosialisasi kegiatan kepada pcmerintah dacrah,
tokoh masyarakat, serta masyarakat (nelayan, pctambalk,
pctant dan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi
rencana kegiatan) yang tcrkena dampak dar aktivitas
kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi dan opcrasi
termasuk mclakukan sosialisasi/ pcngumuman pada saat
terbitnya 1zin lingkungan keglatan 1ni,
mengupayakan aplikast reduce, reuse, dan recycle (3R)
terhadap limbah-limbah yang dihasilkan,
melaksanakan ketentuan pclaksanaan kcgiatan scsuai
dengan Standar Operating Procedure (SOP),
mclakukan perbaikan sccara terus-menerus terhadap
kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka
meminimalisast dampak yang diakibatkan dari rencana
kegiatan 1ni,
mcrumuskan program CSR dan CD kcpada masyarakat
terdampak (nelayan, petambak, pctani dan masyarakat
yang bermukim di sckitar lokasi rencana kegiatan) yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dalam
pelaksanaannya  dikoordinasikan dengan  pemerintah
dacrah setempat,
mcndokumentasikan scluruh  keglatan pengclolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, secrta
kegiatan lainnya terkait dengan kegitan-kegiatan tersebut,
menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8
(delapan), paling sedikit 1 (satu) kali sctiap 6 (¢cnam) bulan
selama kegilatan konstruksi dan opcrasional bcrlangsung
dan menyampaikan kepada
a Menter: Lingkungan Hidup dan Kchutanan melalu
1) Direktur Jenderal Planologi Kchutanan dan Tata
Lingkungan,
2) Direktur Jenderal Pencgakan Hukum Lingkungan
dan Kchutanan,
b  Gubernur Jawa Barat meclalui Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provins: Jawa Barat,
¢ Bupati Subang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Subang,
dengan tembusan kepada kepala instans: yang membidangi
seclain huruf a sampar dengan huruf ¢ diatas, sebagaimana
tercantum dalam kolom institus1 pengelolaan lingkungan
hidup atau institus: pemantauan lingkungan hidup

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  dalam
melaksanakan kegiatan scbagaimana dimaksud dalam AMAR
KEDUA, wajib

1

2

memiliki 1z1n usaha dan/atau 1an lainnya yang tcrkait
dengan keglatannya,

memuiliki 121mn perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup (PPLH) untuk tahapan konstruksi dan opcrasi, berupa

a lzin penymmpanan scmentara limbah bahan boerbahaya
dan beracun, dan



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

a s WM R

b Izm pembuangan limbah cair ke laut

Apabila dalam pclaksanaan usaha dan/atau kcgiatan timbul
dampak Imgkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran | dan Lampiran |l
Keputusan Mcnteri mi, pcnanggung jawab usaha dan/atau
kcgiatan wajib mclaporkan kcpada instansi sebagaimana
dimaksud dalam AMAR KETIGA angka 9 (scmbilan) paling lama
30 (tiga puluh) han kcrja sejak diketahumya timbulan dampak
Imgkungan hidup di luar dampak pcnting yang wajib dikelola

Dalam pclaksanaan Keputusan Menten mi, Mcnteri
menugaskan Pcjabat Pcngawas Lmgkungan Hidup (PPLH) untuk
mclakukan pengawasan

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM
dilaksanakan scsuai dengan pcraturan perundang undangan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Pcnanggung jawab usaha dan/atau kcgiatan wajib mcngajukan
permohonan perubahan Izin Lmgkungan apabila tcrjacli
perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau
oleh scbab lam sesuai dengan kritcria perubahan yang
tercantum dalam Pasal 50 Pcraturan Pcmcrmtah Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izm Lmgkungan

Keputusan Mecnteri mi bcrlaku pada tanggal ditctapkan, dan

bcrakhir bersamaan dengan bcrakhirnya izm usaha dan/atau
kcgiatan

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 201 7

aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SITI NURBAYA

Mcnteri Koordmator Bidang Pen konomian,

Mcnteri Koordmator Bidang Kemaritiman,

Menten Perhubungan,

Sekretans Jendcral K(menterian Lmgkungan Hidup dan Kchutanan,
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lmgkungan Kemcntcrian

Lmgkungan Hidup dan Kehutanan,

©O© 00 N O

Direktur Jenderal Pcnegakan Hukum Lmgkungan Hidup dan Kehutanan,
Gubernur Jawa Barat,

Bupati Subang,

Kcpala Dinas Lmgkungan Ihdup Provmsi Jawa Barat,

10 Kepala Dinas Lmgkungan Hidup Kabupatcn Subang,
11 Kepala Pusat Pengcndalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kemcntcrian
Lmgkungan Hidup dan Kehutanan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI DESA PATIMBAN, DESA KALENTAMBO, DESA GEMPOL,
DESA KOTASARI, DESA PUSAKARATU, KECAMATAN PUSAKANAGARA, DAN DESA PUSAKAJAYA, KECAMATAN PUSAKAJAYA,
DIREKTORAT JENDERAL

KABUPATEN SUBANG,

PROVINSI

PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

JAWA BARAT KEPADA DIREKTORAT KEPELABUHANAN,

Periode
Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi Pengelolaan Pengelolaan
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup L & Hid L gk Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup mgkungan Hidup ngkungan
idup
Pelaksana | Pengawas [ Pelaporan
Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)
TAHAP PRAKONSTRUKSI
1 Pembebasan Lahan
1A Hilangnya Pembebasan Lahan Tingkat produktivitas lahan | a Melakukan koordinas: dengan instans: | Kecamatan Setelah Direktorat Kementenan a Kementenan
Produktivitas yang relatif sama di sekitar d1 sektor perikanan dan pertaman baik | Pusakanagara pembebasan Jenderal Lingkungan Lingkungan
Lahan Pelabuhan Patimban d1 tingkat kabupaten dan provinst lahan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
dalam upaya intensifikasi Laut Kehutanan Kehutanan
produktivitas lahan Kementerian Dinas b Dinas
b Mengganti lahan yang dibebaskan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
sesuai dengan kesepakatan peraturan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
yang berlaku dan rekomendasi Kabupaten Provinsi
instansi terkait Subang Jawa Barat
Dinas ¢ Dinas
Pertaman Lingkungan
Tanaman Hidup (DLH)
Pangan Kabupaten
Kabupaten Subang
Subang
Dmas
Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten
Subang
- Badan
Pertanahan
Nasional
habupaten

Subang

Tw‘r..f



Dampak Indikator Keberhasilan Pertode
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup %?:g;;izzrgleg 1;?; Ef:gglflllﬂzg Institus1 Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup Hidup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
1B Kehilangan mata | Pembebasan Lahan Pulihnya mata Mencantumkan dalam klausul Masyarakat sekatar | Selama  tahap | Direktorat a Kementenan a Kementenan
pencaharian dan pencaharian warga terkena kontrak dengan kontraktor proyek prakonstruksi Jenderal Lingkungan Lingkungan
Pendapatan dampak pelaksana untuk mempnorntaskan Kecamatan sampat Perhubungan Hidup dan Hidup dan
tenaga kenja lokal dar1 penduduk Pusakanagara konstruksi Laut, Kehutanan Kehutanan
yang terkena dampak sesuai dengan | 1) Desa Patimban berlangsung Kementerian Dinas Dinas
kebutuhan, tingkat pendidikan dan 2) Desa Gempol Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
kualifikast yang dibutuhkan 3) Desa Kalentambo Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Berkoordinas: dengan mstansi 4) Desa Kotasan Kabupaten Provinsi Jawa
terkait dalam melaksanakan 5) Desa Pusakaratu Subang Barat
Program Pemulihan Mata Dinas Tenaga Dimas
Pencahanan untuk masyarakat yang | Kecamatan Kerja dan Lingkungan
terkena dampak, sebagaimana Pusakajaya Transmigrasi Hidup {DLH)
tertuang di dalam dokumen LARAP Desa Pusakajaya Kabupaten Kabupaten
diantaranya Subang Subang
1)Mengadakan program pelatihan
2)Mengadakan program bantuan
modal usaha
3)Mengadakan program kegiatan
usaha baru
4)Mengadakan program bantuan
pemasaran
5)Mengadakan program bantuan
peralatan
1C Keresahan Pembebasan Lahan Berkurangnya persepsi Mekanisme Pengadaan Lahan Masyarakat sekitar | Selama tahap Direktorat Kementerian Kementerian
masyarakat negatif dan meningkatnya mengacu pada Undang undang proyek prakonstrukst Jenderal Lingkungan Lingkungan
persepsi positif masyarakat No 2 Tahun 2012 tentang Kecamatan sampai Perhubungan Hidup dan Hidup dan
terhadap rencana kegiatan Pengadaan Tanah Bag: Pusakanagara konstruksi Laut Kehutanan Kehutanan
Kepentingan Umum dan Peraturan 1) Desa Patimban berlangsung Kementerian Dinas Dinas
Presiden RI No 71 Tahun 2012 2) Desa Gempol Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
tentang penyelenggaraan 3) Desa Kalentambo Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Pengadaan Tanah Bag: 4) Desa Kotasan Kabupaten Provinst Jawa
Pembangunan Kepentingan S) Desa Pusakaratu Subang Barat
Umum Badan Dmnas
Berkoordinas: dengan mstansit Kecamatan Pertanahan Lingkungan
terkait dalam melaksanakan Pusakajaya Nasional Hidup (DLH)
Program Pemulihan Mata Desa Pusakajaya Kabupaten Kabupaten
Pencaharian untuk masyarakat Subang Subang
terkena dampahk Kecamatan
Membuat pusat pengaduan / tim Pusakanagara
respon cepat untuk dapat Kecamatan
mengakomodast dan merespon Pusakajaya

keresahan masyarakat terhadap
pembangunan Pelabuhan
Patimban




Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi Pengelol Pel:lelglo (liean
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup L?ngkung aﬁel_ﬁ ;S; Lin ;kuizaglan Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup Hidu
p
Pelaksana Pengawas Pelaporan
d Membuat forum musyawarah
masyarakat dengan Pemernintah
Daerah untuk menyelesatkan
masalah yang muncul pada saat
pembangunan
e Mengganti lahan yang dibebaskan
sesuai dengan kesepakatan,
peraturan yang berlaku dan
rekomendas! instans: terkait
TAHAP KONSTRUKSI
2 Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengoperasian Basecamp
2A Terbukanya Pengadaan Tenaga | Masyarakat terkena | a Mencantumkan dalam klausul Masyarakat sekitar | Selama tahap Direktorat Kementenan a Kementerian
kesempatan kerja | Kerna dan | dampak/lokal yang kontrak dengan kontraktor proyek konstrukst Jenderal Lingkungan Lingkungan
dan berusaha Pengoperasian terserap sebagal tenaga pelaksana untuk memproritaskan Kecamatan berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Basecamp kerja > 20%) tenaga kerja lokal dan penduduk Pusakanagara Laut Kehutanan Kehutanan
yang terkena dampak sesuai dengan | 1) Desa Patimban Kementenan Dinas b Dinas
kebutuhan, tingkat pendidikan dan 2) Desa Gempol Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
kualifikas: yang dibutuhkan dan 3) Desa Kalentambo Hidup (DLH) Hidup (DLH)
penyertaan jaminan sosial tenaga 4) Desa Kotasan Kabupaten Provinsi Jawa
kerja, serta pembayaran sesuai 5) Desa Pusakaratu Subang Barat
UMK Dmas Tenaga |c Dinas
b Berkoordinas: dengan mstansi Kecamatan Kerja dan Lingkungan
terkait dalam melaksanakan Pusakajaya Transmigrast Hidup (DLH)
Program Pemulihan Mata Desa Pusakajaya Kabupaten Kabupaten
Pencahanan untuk masyarakat yang Subang Subang
terkena dampak, sebagaimana Kecamatan
tertuang di dalam dokumen LARAP, Pusakanagara
diantaranya Kecamatan
1)Mengadakan program pelatihan Pusakajaya
2)Mengadakan program bantuan
modal usaha
3)Mengadakan program keglatan
usaha baru
4)Mengadakan program bantuan
pemasaran
S)Mengadakan program bantuan
peralatan
¢ Berkoordinas! dengan Kecamatan
Pusakanagara dan Pusakajaya
mengenat adanya informasi
lowongan kenja
3 Mobilisas: Alat Berat dan Matenal
3A Gangguan laiu Mobilisast Alat Tidak terjadinya a Berkoordinasi dengan instanst Jalan Pantura Selama Direktorat Kementerian a Kementerian
Iintas darat Berat dan Matenial kemacetan lalu hintas perhubungan untuk pemasangan Jalan Akses kegiatan Jenderal Lingkungan Lingkungan
akibat mobilisas: alat rambu lalu intas d1 sekiatar lokas1 Pelabuhan mobilisas: alat Perhubungan Hidup dan Hidup dan
berat dan materal pembangunan Pelabuhan Pattmban Patimban berat dan Laut, Kehutanan Kehutanan




Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi Pengelolaan peECZZ?e
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Llngkunz aﬁ Hidup Llnggkungx Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup Hidu
D
Pelaksana Pengawas Pelaporan
sesuat dengan PM 13 Tahun 2014 Siumpang jalan material Kementernan b Dinas Dinas
tentang Rambu Lalu Lintas Pantura dan jalan berlangsung Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
b Berkoordinas: dengan instansi akses Pelabuhan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
kepohsian untuk pengaturan lalu Patimban Kabupaten Provinsi
lintas d1 sekitar lokasi Subang Jawa Barat
pembangunan Pelabuhan Patimban ¢ Dinas Dinas
¢ Pemasangan rambu-rambu Perhubungan Lingkungan
pernngatan konstruks: pada akses Kabupaten Hidup (DLH)
masuk dan keluar lokasi Subang Kabupaten
pembangunan Pelabuhan Patimban Subang
d Pengaturan jadwal mobihsas: alat
berat dan matenal tidak dilakukan
pada jam padat kendaraan
e Penempatan petugas untuk
mengatur lalu lintas pada akses
masuk dan keluar lokasi
pembangunan Pelabuhan Patimban
f Melaksanakan rekomendast
ANDALLALIN
3B Penurunan Mobihisas: peralatan Konsentras: SO2 CO a Mobilisas: Alat Berat dan Matenal Lokast Selama Direktorat a Kementenan Kementernian
kualitas udara dan matenal NO2 dan TSP tidak menggunakan jalan akses pembangunan kegiatan Jenderal Lingkungan Lingkungan
(TSP dan Gas melebihi baku mutu konstruks: Pelabuhan Patimban Pelabuhan mobilisasi Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Buang) udara yang tercantum yang relatif sep1 dan jauh dan Patimban Jalan alat berat dan Laut Kehutanan Kehutanan
pada PP No 41 Tahun pemukiman (jalan tanah merah) Pantura Jalan maternial Kementenan b Dinas Dinas
1999 tentang b Menutup bak kendaraan Akses Pelabuhan berlangsung Perhubungan Lingkungan Lingkungan
Pengendalian Pencemaran pengangkut material dengan terpal, Patimban, Simpang RI Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Udara sehingga tidak terjadi ceceran bahan | jalan Pantura dan Kabupaten Provinst
matenal jalan akses Subang Jawa Barat
¢ Pengangkutan matenal ke lokast Pelabuhan Dinas
dengan menggunakan kendaraan Patimban Lingkungan
yang masth laik operasi dan lulus ujn Hidup (DLH)
KIR Kabupaten
d Melakukan pembangunan tempat Subang
pencucian untuk pembersthan roda
kendaraan pengangkut sebelum
keluar lokasi tapak proyek
e Apabila terdapat ceceran matenial di
Jalan yang dilewat1 dar1 mobilisasi
material konstruksi akan segera
dilakukan pembersihan
f Melakukan penyiraman jalan secara
pertodik
3C Gangguan lalu Mobilisasi Alat Tidak terjadinya tubruhan a Berkoordinast dengan UPP Rute pengangkutan | Selama kegiatan | Direktorat a Kementernian Kementerian
lintas laut Berat dan Maternal kapal di peratran Patimban Pamanukan terkait rute matenal di1 Perairran | mobilisas: alat Jenderal Lingkungan Lingkungan
pengangkutan material di laut Patimban berat dan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
matenal Laut, Kehutanan Kehutanan




Penode
Dampak Indikator heberhasilan Lokas1 Pengelolaan Pengelolaan
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup L Hid L gk an Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup mngkungan Hidup mﬁ ung
1dup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
Berkoordimnasi dengan Distrik berlangsung Kementenan b Dmas Dinas
Nawvigasi Tanjung Priok terkait alur Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
pelayaran pengangkutan matenal di Hidup (DLH) Hidup (DLH)
laut Kabupaten Provinst
Mensosialisasikan rute Subang Jawa Barat
pengangkutan material dengan c UPP Dinas
nelayan Pamanukan Lingkungan
Pengaturan waktu pengangkutan d Dastrik Hidup (DLH)
matenial Navigasi Kabupaten
Kontraktor pelaksana membuka Tanjung Priok Subang
komunikas: dengan kapal-kapal
sekitar rute pengangkutan maternal
3D Keresahan Mobilisasi Alat Tidak adanya keresahan Melakukan sosialisasi rute a Pemukiman Selama kegiatan | Direktorat a Kementerian Kementerian
masyarakat Berat dan Material masyarakat pengangkutan mobilisas: alat berat sekitar akses mobilisasi alat Jenderal Lingkungan Lingkungan
dan matenal di darat kepada jalan mobilisasi berat dan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
masyarakat sekitar alat berat dan matenal Laut, Kehutanan Kehutanan
Melakukan sosialisas: rute matenal d1 berlangsung Kementerian b Dmas Dinas
pengangkutan mobailisas: alat berat wilayah studi Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
dan matenal di perairan kepada b Pemukiman Hidup (DLH) Hidup (DLH)
nelayan nelayan sekitar Kabupaten Provinst
Membuat pusat pengaduan / tim perairan Subang Jawa Barat
respon cepat untuk dapat Patimban Dinas
mengakomodasi dan merespon Lingkungan
keresahan masyarakat terhadap Hidup (DLH)
pembangunan Pelabuhan Kabupaten
Patimban Subang
Membuat forum musyawarah
masyarakat dengan Pemermtah
Daerah untuk menyelesaikan
masalah yang muncul pada saat
pembangunan
4 Reklamasi dan Pembangunan Fasilitas Laut
4A Penurunan Reklamas: dan Konsentras: TSS di bawah Kegiatan reklamasi dilakukan pada | Lokasi reklamas: | Selama Drrektorat a Kementerian Kementerian
kualitas air laut pembangunan baku mutu hngkungan area perawran yang telah dibatasi | dan pembangunan | reklamasi dan Jenderal Lingkungan Lingkungan
fasilitas laut berdasarkan Kepmen LH sea wall fasilitas laut pembangunan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
No 51 tahun 2004 tentang Mengurangi volume buangan fasilitas laut Laut, Kehutanan Kehutanan
Baku Mutu Awr Laut sebanyak mungkin dengan berlangsung Kementenan b Dmas Dinas
Lamprran I (80 mg/L) memanfaatkannya  menggunakan Perhubungan R Lingkungan Lingkungan
teknolog: terbaru sepertt Cement Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Pipe Mixing Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten

Subang




Dampak Indikator Keberhasilan Periode
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup II“Okaljl Pengellr(l) I:;an Eenglflolaan Institus1 Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup mgkungan Hidup 1n§uli.1ngan
up
Pelaksana Pengawas Pelaporan
4B Perubahan Reklamast dan Tidak adanya laporan Melakukan komunikas: dan a Nelayan di Selama Direktorat Kementenan a Kementerian
fishung ground pembangunan gangguan daerah sosialisas: dengan kelompok sekitar rencana | reklamasi dan Jenderal Lingkungan Lingkungan
fasilitas laut penangkapan dan/atau nelavan mengenai kegiatan lokasi pembangunan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
penurunan reklamast dan pembangunan pelabuhan, fasilitas laut Laut, Kehutanan Kehutanan
produksi/pendapatan fasilitas laut khususnya TPI berlangsung Kementenan Dinas b Dinas
dar nelayan Membuat rumpon dasar sesua Kaligenteng, TPI Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
peraturan Menten Kelautan dan Trumtum dan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Perikanan RI No 26/Permen- TPI Tanjung Kabupaten Provinsi
KP/2014 d1 sekitar perairan Pura Subang Jawa Barat
Patimban di luar DLKP dan DLKR b Rumpon d1 Dinas ¢ Dinas
Pelabuhan Patimban sekitar perairan Kelautan dan Lingkungan
Patimban di Perikanan Hidup (DLH)
luar DLKP dan Kabupaten Kabupaten
DLKR Subang Subang
Pelabuhan
Patimban
4C Keresahan Reklamast dan Tidak ada keresahan Melakukan sosialisast kepada | Pemukiman Selama Direktorat Kementerian a Kementenan
masyarakat pembangunan masyarakat nelayan mengenai rencana | nelayan sekitar reklamast dan Jenderal Lingkungan Lingkungan
fasilitas laut penempatan rumpon sesual | perawran Patimban pembangunan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
peraturan Menter1 Kelautan dan fasilitas laut Laut, Kehutanan Kehutanan
Perikanan RI No  26/Permen- berlangsung Kementerian Dinas b Dias
KP/2014 d1 sekitar perawran Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Patimban di luar DLKP dan DLKR Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Pelabuhan Pattmban Kabupaten Provinsi
Membuat pusat pengaduan / tim Subang Jawa Barat
respon cepat untuk dapat ¢ Dinas
mengakomodast dan  merespon Lingkungan
keresahan masyarakat terhadap Hidup (DLH)
pembangunan Pelabuhan Patimban Kabupaten
Membuat forum musyawarah Subang
masyarakat dengan Pemermntah
Daerah untuk menyelesaikan
masalah yang muncul pada saat
pembangunan
5 Pengerukan dan Pembuangan
5A Penurunan Pengerukan dan Konsentras: TSS di1 bawah Melakukan pembangunan seawall d1 | Lokasi pengerukan | Selama kegiatan | Direktorat Kementerian a Kementenian
kualitas air laut Pembuangan baku mutu hingkungan tahap awal dan pembuangan pengerukan dan | Jenderal Lingkungan Lingkungan
(TSS) berdasarkan Kepmen LH Memasang silt protector di sekeliling pembuangan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
No 51 tahun 2004 tentang pekerjaan pengerukan dengan grab berlangsung Laut Kehutanan Kehutanan
Baku Mutu Air Laut dredging Kementenan Dinas b Dinas
Lampiran I (80 mg/L) Membuang matenal buangan tidak Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
pada satu titk namun menyebar di Hidup (DLH) Hidup (DLH)
area dumping Kabupaten Provinsi
Menggunakan  peralatan untuk Subang Jawa Barat
pengerukan dan pembuangan yang ¢ Dinas

laik operasi

Lingkungan




Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi P lol P Per110<lie
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup LO ast enge}c{) ;an Lenglf otaan Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup mngkungan Hidup mIg{ ungan
1dup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
6 Pembangunan Fasilhitas Darat
6A Pemingkatan laju | Pembangunan Tidak terjad:i genangan a Membuat dramnase yang dapat | Area pembangunan Selama Direktorat a hementenan a Kementerian
arr lanian (run-off] { fasilitas darat menampung air runoff fasiitas darat pembangunan Jenderal Lingkungan Lingkungan
b Optimalisast RTH pada lahan yang fasihitas darat Perhubungan Hidup dan Hidup dan
belum digunakan berlangsung Laut Kehutanan Kehutanan
¢ Koordinas: dengan Dimnas Bina Marga Kementernan Republik Republik
dan Pengawran Kabupaten Subang, Perhubungan RI Indonesia Indonesia
terkait dengan pembuatan dranase b Dinas b Dinas
pelabuhan Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
¢ Dimnas Bmna ¢ Dinas
Marga dan Lingkungan
Pengairan Hidup (DLH)
Kabupaten Kabupaten
Subang Subang
6B Keresahan Pembangunan Tidak terjad: keresahan a Membuat jalur ingast baru untuk Masyararakat Selama Direktorat a Kementenan a Kementenan
masyarakat fasilitas darat masyarakat menggant: saluran 1wrigas: yang sekitar area kegiatan Jenderal Lingkungan Lingkungan
terputus akibat pembangunan pembangunan konstruks Perhubungan Hidup dan Hidup dan
fasilitas darat pelabuhan Pelabuhan berlangsung Laut, kehutanan Kehutanan
b Membuat underpass/fly over atau Kementenan b Dinas b Dmas
pemindahan jalan pada jalan akses Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
penduduk yang berpotongan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
dengan jalan akses Pelabuhan Kabupaten Provinsi
Patimban Subang Jawa Barat
¢ Membuat pusat pengaduan / ¢ Dinas
tim respon cepat untuk dapat Lingkungan
mengakomodast dan merespon Hidup (DLH)
keresahan masyarakat terhadap Kabupaten
pembangunan Pelabuhan Subang
Patimban
d Membuat forum musyawarah
masyarakat dengan Pemerintah
Daerah untuk menyelesatkan
masalah yang muncul pada saat
pembangunan
TAHAP OPERASIONAL
8 Pengadaan Tenaga Kerja
8A Terbukanya Pengadaan Masyarakat terkena a Mewajyibkan BUP (Badan Usaha Masyarakat sekatar Selama Direktorat a Kementenan a hementenan
kesempatan kerja tenaga kerja dampak/lokal yang Pelabuhan) untuk memprionitaskan | proyek kegiatan Jenderal Lingkungan Lingkungan
dan berusaha operasional terserap sebaga: tenaga tenaga kerja lokal sesuai dengan operasional Perhubungan Hidup dan Hidup dan
kerja > 30%) kebutuhan tingkat pendidikan dan berlangsung Laut Kehutanan Kehutanan




Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi P 1ol p Penlo (‘ile
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lo ast engeHo ;an Lenge olaan Institus1 Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daikelola Hidup ngkungan Hidup m}g}k ungan
1idup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
kualifikasi yang dibutuhkan, dan hecamatan kementerian b Dinas Dinas
penyertaan jarmnan sosial tenaga Pusakanagara Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
kerja serta pembayaran sesuar 1) Desa Patimban Hidup (DLH) Hidup (DLH)
UMK 2) Desa Gempol Kabupaten Provinsi
b Memberikan kesempatan berusaha 3) Desa Kalentambo Subang Jawa Barat
kepada penduduk sekitar pada areal | 4) Desa Kotasari Dinas
+5 hektar yang telah disediakan di 5) Desa Pusakaratu Lingkungan
dalam area fasilitas darat Hidup (DLH)
pelabuhan Kecamatan Kabupaten
¢ Berkoordmas: dengan Kecamatan Pusakajaya Subang
Pusakanagara dan Pusakajaya 1) Desa Pusakajaya
mengenal adanya imformast
lowongan kerja
9 Operasional Fasilitas Laut
9A Sedimentasi Operasional Kedalaman perairan sesuat | a Melakukan maintenance dredging a Kolam Pelabuhan | Dilakukan Direktorat a Kementerian Kementenan
fasilitas laut dengan rencana untuk mempertahankan kedalaman | b Alur Pelabuhan selama kegiatan | Jenderal Lingkungan Lingkungan
d1 kolam pelabuhan (-14 meter) dan | ¢ Dumpmg Area operasional Perhubungan Hidup dan Hidup dan
d1 alur pelabuhan (-14 meter) berlangsung Laut, Indonesia Kehutanan
b Menempatkan matenal hasil (5-10 tahun Kementenan b Dinas Dinas
pengerukan ke lokasi dumping area sekali) Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
yang telah direncanakan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinst
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
9B Perubahan garis Operasional Perubahan gans pantai Membangun dan memelihara revetments | Sepanjang garis Dilakukan Direktorat a Kementerian Kementerian
pantai fastlitas laut tidak mengakibatkan di areal garis pantai yang terabrasi pantai di back up selama kegiatan | Jenderal Lingkungan Lingkungan
kerusakan mnfrastruktur area operasional Perhubungan Hidup dan Hidup dan
atau lahan eksisting berlangsung Laut, Kehutanan Kehutanan
Kementenan b Dinas Dinas
Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
Dmnas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
9C Perubahan Operasional Tidak adanya laporan a Memelihara rumpon dasar sesuai a D1 sekitar Dilakukan Direktorat a Kementerian Kementerian
fishing ground fasilitas laut gangguan daerah peraturan Menten Kelautan dan perawran selama kegiatan | Jenderal Lmgkungan Lingkungan
penangkapan dan/atau Perikanan RI No 26/Permen Patimban di luar operasional Perhubungan Hidup dan Hidup dan
penurunan produksi/ KP/2014 di sekitar perairan DLKP dan DLKR berlangsung Laut Kehutanan Kehutanan




Dampak Indikator Keberhasilan Periode
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup II'JOkalfl Pengell_;) l(ixan Ee;g;llcﬁaan Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup meungan Tcup ' ﬁldu >
p
Pelaksana Pengawas Pelaporan
pendapatan darn nelayan Patimban d1 luar DLKP dan DLKR Pelabuhan Kementerian b Dmas Dinas
Pelabuhan Patimban Pattmban Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
b Mewajibkan BUP untuk b TPI Kali Genteng Hidup Hidup (DLH)
melaksanakan CSR kepada Truntum and Kabupaten Provinsi
kelompok Nelayan di sekitar perairan Tanjung Pura Subang Jawa Barat
Patimban yang mehput1 TPI Kah ¢ Dmas Kelautan Dinas
Genteng, Truntum and Tanjung Pura dan Perikanan Lingkungan
Kabupaten Hidup (DLH)
Subang Kabupaten
Subang
9D Keresahan Operasional Tidak ada keresahan Melakukan sosialisasi alur pelayaran Pemukiman Selama Direktorat a Kementerian Kementerian
masyarakat fasilitas laut masyarakat kapal darn dan menuju Pelabuhan nelayan sekitar | operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
Patimban kepada nelayan perairan Patimban berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Laut Kehutanan Kehutanan
Kementenian b Dinas Dinas
Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinst
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
12 Operastonal Jalan Akses
12A Gangguan lalu | Operasional Jalan | Twdak terjadinya kemacetan | a Mengoptimalkan areal tunggu truk Persimpangan Dilakukan Direktorat a Kementenan Kementerian
lintas darat Akses lalu hntas akibat b Memperluas persimpangan antara antara jalan selama Jenderal Lingkungan Lingkungan
operasional jalan akses Jalan Pantura dengan jalan akses Pantura dengan kegiatan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
pelabuhan pelabuhan sesuar dengan kriteria jalan akses Jalan operasional Laut Kehutanan Kehutanan
¢ Penempatan petugas untuk Pantura dan Jalan | berlangsung Kementerian b Dinas Dinas
mengatur lalu lintas pada akses akses pelabuhan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
masuk dan keluar kawasan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Pelabuhan Patimban Kabupaten Provins:
d Melaksanakan rekomendast ANDAL Subang Jawa Barat
LALIN Dinas Dinas
Perhubungan Lingkungan
Kabupaten Hidup (DLH)
Subang Kabupaten
Subang
12B Peningkatan Operasional Jalan | Tingkat Kebisingan a Optimalisasi damya untuk Pemukiman di Dilakukan Direktorat a Kementenan Kementerian
kebisingan Akses dibawah baku mutu penghyauan simpang Jalan selama Jenderal Lingkungan Lingkungan
lingkungan berdasarkan b Pengaturan kecepatan kendaraan Pantura dan Jalan kegiatan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Kepmen LH Nomor 48 ¢ Menggunakan kendaraan yang lartk Akses Pelabuhan, operasional Laut Kehutanan Kehutanan
Tahun 1996 tentang Baku operast Pemukiman di1 berlangsung Kementerian
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Dampak Indikator keberhasilan Petiode
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup i?kam Pengelolaan Pengelolaan Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
ngkungan Hidup Lingkungan
Dikelola Hidup Hidu
P
Pelaksana Pengawas Pelaporan
Tingkat Kebisingan Jalan akses Perhubungan RI Dmnas Dmas
pelabuhan, Akses Lingkungan Lingkungan
keluar masuk Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Pelabuhan Kabupaten Provinsi
Patimban Subang Jawa Barat
Dmas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
12C Keresahan Operasional Jalan Tidak adanya keresahan a Memelithara underpass/fly over pada a Jalan akses Dilakukan Direktorat Kementenian Kementerian
masyarakat Akses masyarakat jalan akses penduduk yang penduduk yang selama Jenderal Lingkungan Lingkungan
berpotongan dengan jalan akses berpotongan kegiatan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Pelabuhan Patimban dengan jalan operasional Laut, Kehutanan Kehutanan
b Optimalisast pengaturan lalu intas akses pelabuhan | berlangsung Kementenan Dinas Dmas
d1 simpang Jalan Pantura dan Jalan b Pemukiman di Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Akses Pelabuhan simpang Jalan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Pantura dan Kabupaten Provinsi
Jalan Akses Subang Jawa Barat
Pelabuhan Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola
TAHAP KONSTRUKSI
2 Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengoperasian Basecamp
2A Penurunan Pengadaan tenaga Kualitas air laut tidak Membuat totlet portable dan fasilitas D1 lokas: Membuat toilet { Direktorat Kementerian Kementenian
kualitas air laut kerja dan tercemar oleh limbah pengolah air hmbah seperti septictank pembangunan dan portable satu Jenderal Lingkungan Lingkungan
pengeoperasian domestik pekerja dan pemeliharaan secukupnya base camp kal d1 kegiatan | Perhubungan Hidup dan Hidup dan
basecamp konstruks: dan | Laut, Kehutanan Kehutanan
pemehharaan Kementerian Dinas Dinas
dilakukan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
selama Hidup (DLH) Hidup (DLH)
konstruks: Kabupaten Provinsi
berlangsung Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten

Subang
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Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi P lol P Perlloclie
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lo alil enge};) gan Lenge o'aan Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup mngrungan Hhaup mf_;lk ungan
1idup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
2B Timbulnya Pengadaan tenaga Tidak meningkatnya jumlah | a Berkoordinas: dengan instansi dan Lokas sekitar Sebelum dan Direktorat a kementenan a kementerian
Penyakit Menular | kerja dan pasien dan penyakit infeks: LSM terkait dalam membuat dan rencana Selama tahap Jenderal Lingkungan Lingkungan
pengeoperastan karena adanya tenaga kerja mengadakan Program Pencegahan pembangunan konstruksi Perhubungan Hidup dan Hidup dan
basecamp konstruksi HIV/AIDS termasuk diantaranya khususnya berlangsung Laut Kehutanan Kehutanan
melakukan sosialisas: pencegahan Kecamatan Kementerian b Dinas b Dimas
penyakit menular seksual Pusakanagara dan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
b Berkoordinas: dengan instanst Kecamatan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
terkait dalam mengadakan Pusakajaya Kabupaten Provinsi
pengobatan untuk pasien yang Subang Jawa Barat
menderita IMS, GO dan Sifiks ¢ Dinas ¢ Dinas
dengan metode Inject dan Oral dt Kesehatan Lingkungan
Puskesmas Pusakanagara, Kabupaten Hidup (DLH)
Pemeriksaan rutin (setiap 3bulan Subang Kabupaten
sekall) melalu1 metode VCT Subang
¢ Bekerjasama dengan Organisasi
Warga Peduh AIDS (WPA) yang ada
d1 tingkat desa untuk melakukan
berbagai kegiatan positif dengan
ODHA, salah satunya Kegiatan
Gathering Saat m1 Organisas1 WPA
d1 tingkat desa baru ada di Desa
Patimban dan Desa Kotasart
sedangkan WPA tingkat kecamatan
belum terbentuk
d Membangun fasilitas kebesihan,
Tempat pengumpulan sampah
sementara (TPS), dan fasilitas
pengolahan
3 Mobilisasi Alat Berat dan Material
3A Peningkatan Mobilisast Alat Intensitas kebismgan a Mobilisast Alat Berat dan Material a Lokas: Selama kegiatan | Direktorat a Kementerian a Kementenan
kebisingan Berat dan sesuail dengan menggunakan jalan akses pembangunan mobilisas1  alat | Jenderal Lingkungan Lingkungan
Matenal Keputusan Menter konstruks: Pelabuhan Patimban Pelabuhan berat dan | Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Lingkungan Hidup No yang relatif sep1 dan jauh dan Patimban material Laut, Kehutanan Kehutanan
Kep 48/MENLH/II/1996 pemukiman (jalan tanah merah) b Jalan Pantura berlangsung Kementerian b Dinas b Dmnas
b Mobilisas: Alat Berat dan Matenial Jalan Akses Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
tidak dilakukan secara konvol / Pelabuhan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
berniringan Patimban Kabupaten Provinsi
¢ Pengaturan kecepatan kendaraan c Simpang jalan Subang Jawa Barat
d Menggunakan kendaraan Pantura dan ¢ Dmas
pengangkut yang laik operasi jalan akses Lingkungan
Pelabuhan Hidup {DLH)
Patimban Kabupaten
Subang
3B Kerusakan jalan Mobailisasi Alat Kerusakan jalan dapat | a Memilith jalur laut yang seefisien | Jalan akses | Selama kegiatan | Direktorat a Kementerian a Kementenan
Berat dan dimmimalkan mungkin untuk pengangkutan | pelabuhan dan | mobilisast Jenderal Lingkungan Lingkungan
Matenal peralatan dan matenal yang melebihi | Jalan Pantura | peralatan dan | Perhubungan Hidup dan Hidup dan
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Dampak Indikator Keberhasilan Periode
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup iﬁgﬁ;igﬁeg 1;?; Ef;lg{iﬂzzﬁ Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup Hidu
P
Pelaksana Pengawas Pelaporan
kapasitas jalan Pusakanagara matenal Laut kehutanan Kehutanan
b Tonase angkutan matenal untuk berlangsung Kementenan b Dinas Dinas
konstruks: disesuatkan dengan kelas Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
jalan dan kemampuan angkutan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
yang dujinkan Kabupaten Provins:
¢ Penggunaan alat berat harus sesuai Subang Jawa Barat
dengan peraturan Keputusan Dirjen Dinas
Hubdar tentang Pedoman Teknis Lingkungan
Penyelenggaraan Angkutan Berat di Hidup (DLH)
Jalan Kabupaten
d Melaksanakan perbatkan jalan pka Subang
ada kerusakan yang disebabkan oleh
kegiatan proyek
e Kendaraan menggunakan terpal
f Bekerjasama dengan Dimas Bma
Marga dan Perarran Kabupaten
Subang dalam upaya pengelolaan
(memperbaiki) bila ada kerusakan
jalan
6 Pembangunan Fasihtas Darat
6A Penurunan Pembangunan Konsentras: SO2 CO NO: a Melakukan perawatan truk dan Lokasi rencana Selama Direktorat a Kementerian Kementerian
kualitas udara Fasilitas Darat dan TSP tidak melebih1 peralatan agar tetap dalam kondis: pembangunan konstruksi Jenderal Lingkungan Lingkungan
(TSP dan Gas baku mutu udara yang bak berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Buang) tercantum pada PP No 41 b Menggunakan penutup pada bak Laut Kehutanan Kehutanan
Tahun 1999 tentang truk yang membawa material Kementenan b Dinas Dinas
Pengendalian Pencemaran konstruks: ypka dibutuhkan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Udara ¢ Membuat pagar pembatas berbahan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
seng dengan tinggi mimmal 2,5 meter Kabupaten Provinsi
(jika dibutuhkan) Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
6B Penmingkatan Pembangunan Kebisingan tetap a Melakukan perawatan truk dan Lokas1 rencana Selama Direktorat a Kementenan Kementerian
kebisingan Fasilitas Darat dibawah baku mutu peralatan agar tetap dalam kondis: pembangunan konstruksi Jenderal Lingkungan Lingkungan
Iingkungan berdasarkan baik berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Kepmen LH Nomor 48 b Menghindarn kegtatan konstruks: Laut Kehutanan Kehutanan
Tahun 1996 tentang yang menimmbulkan kebisingan Kementerian b Dinas Dinas
Baku Tingkat Kebisingan untuk dilakukan pada malam hart Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
sepert: melakukan pemancangan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan

Hidup (DLH)
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Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi P lol p Perllo (ilean
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lo asi renge o‘aan cngeloa Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
mgkungan Hidup Lingkungan
Dikelola Hidup Hidup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
Kabupaten
Subang
6C Penurunan Pembangunan Kualitas air laut tidak Mengurang! atau mengatur volume Lokasi rencana Selama masa Direktorat Kementerian Kementerian
kualitas air laut Fasilitas Darat menurun secara drastis buangan yang dikeluarkan oleh bekas pembangunan konstrukisi Jenderal Lingkungan Lingkungan
dikarenakan aktivitas lokas! tambak 1kan saat proses Perhubungan Hidup dan Hidup dan
proyek pengurugan lokasi tambak tersebut Laut, Kehutanan Kehutanan
Kementerian Dmas Dinas
Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
6D Gangguan fauna Pembangunan Adanya habitat bag: tempat | a Membuat habitat baru (seperta Lokasi rencana Selama Direktorat Kementerian Kementerian
terrestnal Fasilitas Darat hidup fauna terrestrial menanam mangrove/bakau) untuk pembangunan konstruksi Jenderal Lingkungan Lingkungan
{Burung) fauna terestrial dan memelihara fasihitas darat berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
fasilitas tersebut Laut Kehutanan Kehutanan
b Pekerja dilarang mengganggu fauna Kementenan Dimnas Dinas
terrestrial di1 sekitar lokas: kegiatan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
6E Gangguan Flora Pembangunan Adanya habitat bagi tempat | a Membuat habitat baru (seperti Lokas: rencana Selama Direktorat Kementerian Kementenan
terrestrial Fasilitas Darat hidup flora terrestnal menanam mangrove /bakau) untuk pembangunan konstruks: Jenderal Lingkungan Lingkungan
flora terestrial dan memehhara fasihitas darat berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
fasilitas tersebut Laut, Kehutanan Kehutanan
b Pekerja dilarang mengganggu flora Kementenan Dinas Dinas
darat d1 sekitar lokas: kegiatan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat

Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
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Dampak Indikator Keberhasilan Lokast P lol P Penloclie
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lo a;1 engel_? :ilan Lengli:uo aan Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup mngiungan Hdup mﬁ nean
1dup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
7 Pembangunan Jalan Akses
TA Penurunan Pembangunan Konsentras: SOz, CO NO: a Melakukan perawatan truk dan Lokas1 Selama Direktorat a Kementerian a Kementenian
Kualitas udara Jalan Akses dan TSP tidak melebihi peralatan agar tetap dalam kondisi pembangunan jalan | konstruksi Jenderal Lingkungan Lingkungan
(TSP dan Gas baku mutu udara yang baik (layak) akses berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Buang) tercantum pada PP No 41 b Menggunakan penutup pada bak Laut, Kehutanan Kehutanan
Tahun 1999 tentang truk yang membawa matenal Kementerian Dinas b Dinas
Pengendalian Pencemaran konstruksi jika dibutuhkan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Udara ¢ Membuat pagar pembatas berbahan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
seng dengan tinggt mimmmeal 2,5 Kabupaten Provinsi
meter (jika dibutuhkan) Subang Jawa Barat
¢ Dmas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
7B Penmingkatan Pembangunan Kebisingan tetap a Melakukan perawatan truk dan Lokas1 Selama Direktorat Kementenan a Kementenan
kebisingan Jalan Akses dibawah baku mutu peralatan agar tetap dalam kondisi pembangunan jalan | konstruksi Jenderal Lingkungan Lingkungan
lingkungan berdasarkan baik akses berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Kepmen LH Nomor 48 b Menghindan kegiatan konstruksi Laut, Kehutanan Kehutanan
Tahun 1996 tentang yang menimbulkan kebisingan Kementerian Dinas b Dinas
Baku Tingkat Kebisingan untuk dilakukan pada malam han Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
¢ Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
7C Penurunan Pembangunan Kualitas air permukaan Melaksanakan pencegahan untuk Lokasi Selama Direktorat Kementerian a Kementenan
kualitas air Jalan akses tetap dibawah baku mutu mengurang) kekeruhan air ke badan pembangunan jalan | konstruks: Jenderal Lingkungan Lingkungan
permukaan Iingkungan berdasarkan air penerima sepertt membuat saluran akses berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
PP No 82 Tahun 2001 dramase atau kolam retenst darurat Laut Kehutanan Kehutanan
tentang Pengelolaan selama proses konstruks: berlangsung Kementerian Dinas b Dmas
Kualitas Air dan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Pengendahan Pencemaran Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Air Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
¢ Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
7D Peningkatan laju | Pembangunan Tidak terjadi hmpasan Membuat saluran dranase atau kolam Lokas: Selama Direktorat a Kementerian a Kementenan
air lanan jalan akses yang berlebih retensi darurat selama proses pembangunan jalan konstruksi Jenderal Lingkungan Lingkungan
konstruks: berlangsung akses berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
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Dampak Indikator heberhasian Lokasi P lol P Pcrllotile
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup LO a1§1 engeHo (ziian Lenglf olaan Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup mgkungan Hicup mﬁl(;mgan
up
Pelaksana Pengawas Pelaporan
Laut, kehutanan Kehutanan
Kementenan Dmas Dinas
Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinst
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
7E Keresahan Pembangunan Tidak adanya keresahan a Memasang jembatan penyebrangan Lokas1 Selama Drirektorat Kementenan Kementenan
masyarakat jalan akses masyarakat orang untuk dapat menyeberang ke pembangunan jalan | konstruksi Jenderal Lingkungan Lingkungan
jalan akses akses berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
b Memasang pagar di1 sepanjang jalan Laut, Kehutanan Kehutanan
akses untuk mengamankan Kementenan Dinas Dinas
keselamatan dan untuk mencegah Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
kecelakaan warga atau hewan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
¢ Membuat pusat pengaduan / ttm Kabupaten Provinsi
respon cepat untuk dapat Subang Jawa Barat
mengakomodas: dan merespon Dinas
keresahan masyarakat terhadap Lingkungan
pembangunan pelabuhan Pattimban Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
TAHAP OPERASIONAL
8 Pengadaan Tenaga Kerja
8A Timbulnya Pengadaan Tidak menmngkatnya a Berkoordinas: dengan mstans: dan | Lokasi sekitar | Selama Direktorat Kementenan Kementenan
penyakit menular tenaga kerja jumlah pendenta penyakit LSM terkait dalam membuat dan | pembangunan operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
menular mengadakan Program Pencegahan | khususnya berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
HIV/AIDS termasuk diantaranya | Kecamatan Laut Kehutanan Kehutanan
melakukan sosiahsasi pencegahan | Pusakanagara dan Kementenan Dinas Dmas
penyakit menular seksual Kecamatan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
b Berkoordinas: dengan mnstans: | Pusakajaya Hidup (DLH) Hidup (DLH)
terkait dalam mengadakan Kabupaten Provinsi
pengobatan untuk pasien yang Subang Jawa Barat
menderita IMS GO dan Sifilis Dinas
dengan metode Inject dan Oral di Lingkungan
Puskesmas Pusakanagara Hidup (DLH)
Pemerniksaan rutin (setiap 3bulan Kabupaten
sekall) melalur metode VCT Subang

Bekerjasama dengan Organisasi
Warga Peduli AIDS (WPA) yang ada
d: tingkat desa untuk melakukan
berbaga1 kegiratan posiif dengan

|
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Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi P lol P Pen]oclie
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup LO asi renge olaan cngeloaan Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
igkungan Hidup Lingkungan
Dikelola Hidup Hidu
p
Pelaksana Pengawas Pelaporan
ODHA  salah satunya hegiatan
Gathering Saat 11 Organisast WPA
di tingkat desa baru ada di1 Desa
Patimban dan Desa Kotasar
sedangkan WPA tingkat kecamatan
belum terbentuk
d Membangun fasilitas kebesihan
Tempat  pengumpulan sampah
sementara (TPS), dan fasilitas
pengolahan
9 Operastional Fasilitas Laut
9A Penurunan Operasional Kualitas udara tetap | Melakukan penanaman dan Lokas1 pelabuhan Penanaman Drrektorat Kementerian Kementenan
kualitas udara | fasilitas laut dibawah baku mutu | pemebharaan tanaman keras untuk dilakukan satu | Jenderal Lingkungan Lingkungan
(TSP dan Gas hingkunganberdasarkan dapat menyerap polutan di1 sekitar kal saat | Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Buang) Peraturan Pemermtah | area pelabuhan kegiatan Laut, Kehutanan Kehutanan
Nomor 41 Tahun 1999 operasional Kementerian Dinas Dinas
tentang Pengendahan dimulaz dan | Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Pencemaran Udara dilakukan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
pemeliharaan Kabupaten Provinst
dan peremajaan Subang Jawa Barat
seperlunya Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
9B Penurunan Operasional a Kualitas air laut tetap a Melakukan pengelolaan terhadap a Reception facility | Selama keglatan | Direktorat Kementerian Kementerian
kualitas air laut fasilitas laut dibawah baku mutu Iimbah dan kapal yang singgah dan b IPAL operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
Iingkungan berdasarkan tidak langsung dibuang ke laut berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Kepmen LH No 51 tahun termasuk kerjasama dengan pithak Laut Kehutanan Kehutanan
2004 tentang Baku Mutu ketiga berizin untuk penanganan Kementenian Dinas Dmas
Arr Laut limbahnya Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
b Permen LH No 5 Tahun b Melakukan pemeliharaan fasilitas Hidup (DLH) Hidup (DLH)
2014 tentang baku mutu IPAL yang telah dibangun agar tetap Kabupaten Provinsi
air hmbah berfungs: optimal Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
9C Gangguan latu Operasional Tidak terganggunya kapal a Membangun rencana pengendalian a Area alur Selama kegiatan | Direktorat Kementerian Kementerian
lintas laut fasilitas laut nelayan dan kapal yang keamanan tetap: tidak terbatas pada pelayaran operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
melewat: alur pelayaran memasang rambu lalu hintas laut b Jalur pipa PT berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
navigast aturan keselamatan Pertamina Laut kehutanan Kehutanan
pelatthan keselamatan kerja dan Kementerian Dinas Dinas
kemungkiman tumpahan minyak Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH]) Hidup (DLH)
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Periode
Lingh empak S ak Plndlkf o KeLb erlllciSﬂan Bentuk Jolaan Lingk Hid Lokas: Pengelolaan | Pengelolaan Institust Pengelolaan L Hid
No ngungan yang umber Damp engelolaan Lingkungan entuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan nstitust Pengelolaan Lingkungan Hidup
1kelola Hidup H
1idup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
b Merencanakan langkah-langkah Kabupaten Provinsi
yang diperlukan sehubungan dengan Subang Jawa Barat
adanya jalur pipa Pertamina yang Dimas
berada pada alur pelayaran Lingkungan
Hidup (DLH])
Kabupaten
Subang
9D Timbulan Limbah | Operasional Tidak terjadi cemaran a Menampung dan menerima hmbah a Reception RF dibangun Direktorat a Kementenan Kementerian
fasilitas laut limbah ke laut yang dihasilkan darn kapal pada faclity (RF) satu kah saat Jenderal Lingkungan Lingkungan
reception faclity untuk kemudian b Kantor konstruksi dan | Perhubungan Hidup dan Hidup dan
diserahkan pada pihak ketiga pengelola pemeliharaan Laut Kehutanan Kehutanan
berizin pelabuhan / dilakukan Kementernan b Dinas Dinas
b Limbah B3 berupa lampu TL tinta TPS B3 setiap han Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
catridge dan limbah B3 lainnya ¢ TPS domestik Penyimpanan Hidup (DLH) Hidup (DLH)
disimpan pada TPS Limbah B3 maksimum Kabupaten Provinsi
untuk kemudian diserahkan pada <90 han Subang Jawa Barat
pithak ketiga benzin ¢ Pengangkutan Dinas
¢ Limbah domestik yang dihasilkan dilakukan Lingkungan
dar aktivitas fasilitas laut mimimal 2 han Hidup (DLH)
dikumpulkan di tempat sekal Kabupaten
penampungan sementara yang Subang
selanjutnya akan bekerjasama
dengan pihak dinas kebersthan
setempat
10 Operasional Fasilitas Darat
10A Peningkatan laju | Operasional Tidak terjad: genangan a Memelihara dramnase yang dapat | a Dramnase Selama Drrektorat a Kementenan Kementerian
air lanan (run offf | fasilitas darat menampung air runoff Pelabuhan operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
b Merawat RTH pada lahan yang | b RTH Pelabuhan berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
belum digunakan Laut Kehutanan Kehutanan
Kementerian b Dinas Dinas
Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH]}
Kabupaten
Subang
10B Penurunan Operasional Kualitas air laut tetap Melakukan pemeliharaan fasilitas IPAL IPAL d1 back up Selama kegiatan | Direktorat a Kementenan Kementenan
kualitas air laut fasiitas darat dibawah baku mutu yang telah dibangun agar tetap area operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
lingkungan berdasarkan berfungs: optimal selanjutnya dapat berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Kepmen LH No 51 tahun dibuang ke laut Laut, Kehutanan Kehutanan
2004 tentang Baku Mutu Kementerian
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- Periode
Dampak Indikator Keberhasilan Lokas1 Pengelolaan Pengelolaan
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup K g Hid L %{ Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup Lingkungan Hidup 1n§I ungan
1dup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
Air Laut Perhubungan RI | b Dinas Dinas
Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provins1
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH])
Kabupaten
Subang
10C Gangguan fauna Operasional Adanya habitat hidup a Memelihara tanaman dan Back up area Selama Direktorat a Kementenian Kementerian
terrestral fasiitas darat untuk fauna terestrial mangrove/bakau untuk fauna operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
(Burung) terestral berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
b Pekerja dilarang mengganggu Laut, Kehutanan Kehutanan
fauna terrestnal di sekitar lokasi Kementenan b Dinas Dinas
kegiatan Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provins:
Subang Jawa Barat
Dinas
Limgkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
11 Pemehharaan Kolam dan Alur Pelayaran
11A Penurunan Pemelharaan Konsentras1 TSS di bawah | a Membuang material buangan tidak | a Dumping area Dilakukan Direktorat a Kementenian Kementerian
kualitas air laut | Kolam dan Alur | baku mutu lngkungan pada satu titk namun menyebar di | b Lokas: selama kegiatan | Jenderal Lingkungan Lingkungan
(TSS) Pelayaran berdasarkan Kepmen LH area dumping pemeltharaan operasional Perhubungan Hidup dan Hidup dan
No 51 tahun 2004 tentang | b Menggunakan  peralatan untuk kolam dan alur | berlangsung (5- | Laut, Kehutanan Kehutanan
Baku Mutu Airr Laut pengerukan dan pembuangan yang pelayaran 10 tahun sekali) | Kementerian b Dmas Dinas
Lampiran [ (80 mg/L) laik operasi Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provins1
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH}
Kabupaten

Subang
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Peniode
Dampak Indikator Keberhasilan Lokast Pengelolaan Pengelolaan
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Linek Hid Linekunean Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup mgrungan fudup ! g g
1dup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
12 Operasional Jalan Akses
12A Penurunan Operasional  jalan | Kualitas udara tidak [a Memelihara kondisi kendaraan agar [okasi sekitar jalan | Selama kegiatan | Direktorat a Kementenan Kementerian
kualitas udara | akses mengalami penurunarn dalam kondis! laik operast akses operastonal Jenderal Lingkungan Lingkungan
(TSP dan Gas dengan adanya operasional |{b Melakukan penanaman pohon di berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Buang) sepanjang area hyau jalan Laut Kehutanan Kehutanan
Kementernian b Dinas Dinas
Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
12B Peningkatan laju | Operasional jalan | Tidak terjadinya  air a Memperkuat kondisi drainase | Lokas: sekitar jalan | Selama kegiatan | Direktorat a Kementerian Kementerian
air lanan (run off] | akses limpasan yang berlebith eksisting (jika diperiukan) akses operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
b Melakukan pemeliharaan dramase berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Laut Kehutanan Kehutanan
Kementerian b Dinas Dinas
Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
Dmas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten
Subang
12C Alh fungsi lahan | Operasional jalan Timbulnya permukiman a Membuat pagar pembatas di Sepanjang jalan Selama Direktorat a Kementenan Kementenan
akses dan berbaga fasilitas sepanjang jalan akses yang akses operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
umum serta sarana dibangun, namun tetap berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
perekonomian di sekitar menyediakan akses Laut, Kehutanan Kehutanan
lokasi jalan akses underpass/overpass, box curvert Kementerian b Dinas Dinas
atau jembatan untuk akses Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
penduduk Hidup (DLH) Hidup (DLH)
b Membangun sesuai dengan Kabupaten Provinst
peruntukkan yang diatur RTRW Subang Jawa Barat
Kabupaten Subang Dinas
¢ Direktorat Jenderal Perhubungan Lingkungan
Laut memberikan rekomendast Hidup (DLH)
kebyakan terkait tata guna lahan Kabupaten
kepada Pemda untuk menata Subang
kawasan tersebut
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Penode
Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi Pengelol Pengelolaan
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup K g H (ziaan L gk Institus: Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dikelola Hidup Lingkungan Hidup 1n§ ungan
1dup
Pelaksana Pengawas Pelaporan
12D Kerusakan jalan Operasional jalan Kerusakan jalan dapat Berkoordinas: dengan mstansi terkait Jalan akses dan Selama Direktorat a kementerian a Kkementenan
akses dimimimalkan dalam melakukan peningkatan dan sekitarnya operasional Jenderal Lingkungan Lingkungan
perbaikan jalan yang terhubung berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
dengan jalan akses pelabuhan Laut Kehutanan Kehutanan
Kementerian b Dinas b Dinas
Perhubungan RI Lingkungan Lingkungan
Hidup (DLH}) Hidup (DLH)
Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
¢ Dinas
Lingkungan
Hidup (DLH)
Kabupaten

Subang
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B Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institust Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jens 2ampak yang Indikator / Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokasi Pantau Waktu & Pelaksana Pengawas Pelaporan
1mbul Parameter Frekuensi
Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)
TAHAP PRAKONSTRUKSI
1 Pengadaan lahan
1A Hilangnya Tingkat Pembebasan lahan a Informas: dan data yang perlu Kecamatan Dilakukan Direktorat a Kementerian a Kementerian
Produktivitas Lahan produktivitas digali lebth dalam akan dilakukan | Pusakanagara setahun 2 kah Jenderal Lingkungan Lingkungan
lahan yang wawancara mendalam dengan selama minimal 2 | Perhubungan Hidup dan Hidup dan
relatif sama di mnforman kunci sepert: dengan tahun (4 kali Laut Kehutanan Kehutanan
sekitar tokoh masyarakat pemantauan) b Dmnas b Dmas
Pelabuhan b Melakukan survey/pemantauan Lingkungan Lingkungan
Patimban terhadap lahan pengganti yang Hidup Hidup
direkomendasikan Kabupaten Provinsi
Subang Jawa Barat
¢ Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
1B Kehilangan mata | Pubhnya mata | Pembebasan Lahan a Mengevaluas: jumlah tenaga kerja | Kecamatan Mimmimal 1 bulan | Direktorat a Kementernian a Kementenan
pencaharnan pencaharnian yang bersumber dan penduduk | Pusakanagara setelah kegiatan | Jenderal Lingkungan Lingkungan
pendapatan warga terkena local yang terkena dampak | 1) Desa Pusakaratu | pengelolan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
dampak pembebasan lahan 2) Desa Gempol dilakukan Laut Kehutanan Kehutanan
b Mengevaluast Program Pemulthan | 3) Desa Kalentambo b Dias b Dmas
Mata Pencaharian (LRP) dan | 4) Desa Kotasari Lingkungan Lingkungan
menjelaskan LRP secara jelas dan | S5) Desa Patimban Hidup Hidup
transparan Kabupaten Provinsi Jawa
¢ Informast dan data yang perlu | Kecamatan Subang Barat
digal lebih dalam akan | Pusakajaya ¢ Dinas
dilakukanwawancara mendalam | Desa Pusakajaya Lingkungan
dengan informan kunc seperti Hidup
dengan tokoh masyarakat Kabupaten
d Jumlah sample ditentukan dengan Subang
cara purposwve samplng, yaitu
penentuan sample berdasar pada
kebutuhan penelittan dan diambail
darn  komumitas vang telah
diketahu1 karakteristiknya terlebih
dahulu
1C Keresahan masyarakat | Berkurangnya Pembebasan lahan a Membuat berita acara setiap Kecamatan Minimal 1 bulan Direktorat a Kementenan a Kementerian
persepsi negatif pertemuan dan mengevaluas: Pusakanagara setelah kegiatan Jenderal Lingkungan Lingkungan
dan kegiatan pelaksanaan 1) Desa Pusakaratu | pengelolan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
meningkatnya pembebasan lahan 2) Desa Gempol dilakukan Laut kehutanan Kehutanan
persepsi positif b Surve: dan wawancara terhadap 3) Desa kalentambo b Dinas b Dinas
masyarakat masyarakat yang terkena dampak 4) Desa hotasari Lingkungan Lingkungan
terhadap terkait implementasi program 5) Desa Patimban Hidup Hidup
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Limgkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jems g‘inml?j}{ yang I;:ri{;t:; 1{ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas1 Pantau F\‘y gﬁgna; Pelaksana Pengawas Pelaporan
rencana pemulihan mata pencaharnan Kecamatan Kabupaten Provins: Jawa
kegiatan ¢ Memantau gejolak resistens: dan Pusakajaya Subang Barat
konflik pada tahap pembebasan Desa Pusakajaya ¢ Dinas
lahan Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
TAHAP KONSTRUKSI
2 Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengoperasian Base camp
2A Terbukanya Masyarakat Penennmaan tenaga |a Mengidentifikasi jumlah tenaga | Masyarakat sekitar | Sebulan sekali | Direktorat a Kementerian a Kementenan
kesempatan kerja dan | terkena kerja kerja lokal yang dipekerjakan proyek selama konstruks: | Jenderal Lingkungan Lingkungan
berusaha dampak/lokal b Mengidentifikas: jumlah dan jenmis | Kecamatan berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
yang terserap peluang usaha yang berkembang | Pusakanagara Laut Kehutanan Kehutanan
sebagar tenaga di1 sekatar lokas: kegiatan 1) Desa Pusakaratu b Dmas b Dinas
kerja > 20%) ¢ Mengevaluast mmplementast | 2) Desa Gempol Lingkungan Lingkungan
Program Pemulihan Mata | 3) Desa Kalentambo Hidup Hidup
Pencahanan untuk masyarakat | 4) Desa Kotasari Kabupaten Provins1 Jawa
yang terkena dampak 5) Desa Patimban Subang Barat
d Informas1 dan data yang perlu ¢ Dinas
digali lebih dalam, akan dilakukan | Kecamatan Lingkungan
wawancara mendalam dengan | Pusakajaya Hidup
mforman kunci, seperti dengan | Desa Pusakajaya Kabupaten
tokoh masyarakat Subang
¢ Memantau rekruitmen tenaga
kerja lokal sesuai kualifikast
f Memantau proses  pelepasan
tenaga kerja keseluruhan berjalan
aman khsuusnya tahap
konstruksi
3 Mobilisas: Alat Berat dan Matenal
3A Penurunan kualitas Tidak tepjadinya | Mobilisas: peralatan Melakukan analisa laboratorium a Lokasi Setahun 2 kali Direktorat a Kementernian a kementerian
udara (TSP dan Gas kemacetan lalu dan matenal kualitas udara kemudian hasinya pembangunan (musmm kemarau Jenderal Lingkungan Lingkungan
Buang) Iintas akibat dibandingkan dengan baku mutu Pelabuhan dan musim hujan) | Perhubungan Hidup dan Hidup dan
mobihsas: alat kualitas udara PP No 41 tahun Patimba Laut Kehutanan Kehutanan
berat dan 1999 Selanmjutnya hasil pemantauan |b Jalan Pantura b Dinas b Dinas
material dibuat rata-rata dan dibandmmgkan c Jalan Akses Lingkungan Lingkungan
dar ke waktu (data trend) untuk Pelabuhan Hidup Hidup
melihat kecenderungan perubahan Patimban Kabupaten Provinsi Jawa
perubahan kualitas ingkungan dan d Smmpang jalan Subang Barat
tingkat krnitis Pantura dan ¢ Dinas
jalan akses Lingkungan
Pelabuhan Hidup
Patimban Kabupaten
Subang
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Linghungan Hidup
Jemis ]?ri;ns;k yang I;:rﬁ:tre r/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas1 Pantau ;Z:li{égn%l Pelaksana Pengawas Pelaporan
Gangguan lalu hintas Intensitas Kegiatan mobilisasi a Memantau kondis1 arus lalu lintas a Jalan Pantura Satu bulan sekali Direktorat a hementeilan a Kemecnterian
darat kebisingan peralatan dan b Mengidentifikas: jumlah kecelakaan | b Jalan Akses selama konstruks: | Jenderal Lingkungan Lingkungan
sesuai dengan matcerial yang terjadi Pelabuhan berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Keputusan Patimban Laut Kehutanan Kehutanan
Menten ¢ Sumpang jalan b Dinas b Dinas
Lingkungan Pantura dan Lingkungan Lingkungan
Hidup No Kep jalan akses Hidup Hidup
48/MENLH/II/1 Pelabuhan Kabupaten Provinsi Jawa
996 Patimban Subang Barat
c¢ Dinas ¢ Dinas
Perhubungan Lingkungan
Kabupaten Hidup
Subang Kabupaten
Subang
3C Gangguan lalu lntas | Tidak terjadinya | Kegiatan mobilisasi (a Memantau kondisi lalu lintas laut | Pantai Patimban Satu bulan sekali | Direktorat a ementerian a Kementenan
laut tubrukan kapal | peralatan dan |b Mengidentifikasi jumlah selama konstruks: | Jenderal Lingkungan Lingkungan
dr perarran | material kecelakaan yang terjadi berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Patimban Laut Kehutanan Kehutanan
b Dinas b Dmas
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provins1 Jawa
Subang Barat
¢ Dimas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
3D Keresahan masyarakat | Tidak adanya | Mobilisas1 Alat Berat Pengukuran jumlah masyarakat | Lokas: Satu bulan sekali | Direktorat a Kementenan a Kementerian
Leresahan dan Matenal yang merasa khawatir terhadap | pembangunan selama konstruks: | Jenderal Lingkungan Lingkungan
masyarakat keglatan sosiahsast mobilisast alat berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
berat dan materizal dengan Laut Kehutanan Kehutanan
wawancara b Dinas b Dinas
Pengukuran jumlah penstiwa Lingkungan Lingkungan
protes dan unjukrasa penduduk Hidup Hidup
ke kantor perwakilan pemrakarsa Kabupaten Provins1 Jawa
diperoleh dart  catatan dan Subang Barat
keterangan pengurus lingkungan ¢ Dinas
pemerintah desa atau perwakilan Lingkungan
pemrakarsa (data sekunder) Hidup
Informast dan data yang perlu Kabupaten
digali lebih dalam, akan dilakukan Subang
wawancara mendalam dengan
informan kunci, seperti dengan
tokoh masyarakat
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institust Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jemis 2?515‘31{ yang Iggrl:ﬁ:; 1{ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas1 Pantau ;Z:f«:igng; Pelaksana Pengawas Pelaporan
d Jumlah sample ditentukan dengan
cara purposive sampling, yaitu
penentuan sample berdasar pada
kebutuhan penehtian dan diambail
dann  komunitas yang telah
diketahu: karakteristiknya terlebih
dahulu
4 Reklamasi dan Pembangunan Fasilitas Laut
4A Penurunan kualitas Konsentras1 TSS | Kegiatan reklamas: Melakukan analisa laboratorium 10 titik lokas: a Untuk Direktorat a Kementerian a Kementenan
air laut (TSS) di bawah baku dan pembangunan kuahtas air laut dengan parameter parameter Jenderal Lingkungan Lingkungan
mutu fasilitas laut TSS dan kemudian hasilnya kualitas air Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Iingkungan dibandingkan dengan baku mutu air lengkap Laut Kehutanan Kehutanan
berdasarkan laut Kepmen LH no 51 tahun 2004 dilakukan 6 Dinas b Dinas
Kepmen LH No Selanjutnya hasil pemantauan dibuat bulan dengan 2 Lingkungan Lingkungan
51 tahun 2004 rata-rata dan dibandingkan dan ke titik Hidup Hidup
tentang Baku waktu (data trend) untuk mehhat {(permukaan Kabupaten Provinsi Jawa
Mutu Air Laut kecenderungan perubahan dan dasar) Subang Barat
Lampiran I (80 perubahan kualitas lingkungan dan b Khusus untuk ¢ Dinas
mg/L) tingkat kntis pengambalan Lingkungan
sampel TSS Hidup
dilakukan Kabupaten
seminggu sekal Subang
sebanyak 10
tittk selama
kegiatan
pengerukan
dan
pembuangan,
serta 3 tiik
setiap han
4B Perubahan fishing Tidak terjadi Kegiatan reklamasi a Memberikan data dart jumlah a TPI hali Dilaksanakanl Direktorat a Kementenan a Kementernan
ground gangguan dan pembangunan pengaduan di meja konsultasi Genteng, (satu) bulan sekali | Jenderal Lingkungan Lingkungan
terhadap biota fasilitas laut Analisis berdasarkan survel Trumtum dan selama tahap Perhubungan Hidup dan Hidup dan
laut (nekton dan konsultan Tanjung Pura konstruksi Laut Kehutanan Kehutanan
benthos) b Memonitoring produks: perikanan | b Lokas: sekitar b Dinas b Dinas
dan kondisinya melalui interview pemasangan Lingkungan Lingkungan
dengan nelayan rumpon TPI Hidup Hidup
Kaligenteng, Kabupaten Provinsi Jawa
Tanjungpura Subang Barat

dan Trumtum

¢ Dinas Kelautan

dan Perikanan
habupaten
Subang

¢ Dinas

Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institus: Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jenis ?‘iﬁl}_—fﬁk yang Iggrl{:;f:trer/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas: Pantau P\‘)Z :Etugngsal Pelaksana Pengawas Pelaporan
4C Keresahan masyarakat | Tidak adanya Kegiatan reklamasi a Pengukuran jumlah masyarakat Lokas Satu bulan sekali Direktorat a Kementerian a Kementerian
laporan dan pembangunan yang merasa khawatir terhadap pembangunan selama konstruks: | Jenderal Lingkungan Lingkungan
gangguan fasilitas laut kegiatan reklamasy berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
daerah b Pengukuran dilakukan dengan Laut Kehutanan Kehutanan
penangkapan wawancara menggunakan b Dmas b Dinas
dan/atau kuestioner (data primer) Lingkungan Lingkungan
penurunan ¢ Pengukuran jumlah peristiwa Hidup Hidup
produksi/penda protes dan unjukrasa penduduk Kabupaten Provinsi Jawa
patan dan ke kantor perwakilan pemrakarsa Subang Barat
nelayan diperoleh dart catatan dan ¢ Dinas
keterangan pengurus lingkungan, Lingkungan
pemernintah desa atau perwakilan Hidup
pemrakarsa (data sekunder) Kabupaten
d Informas: dan data yang perlu Subang
digali lebih dalam, akan dilakukan
wawancara mendalam dengan
informan kunci, seperti dengan
tokoh masyarakat
e Jumlah sample ditentukan dengan
cara purposive sampling, yaitu
penentuan sample berdasar pada
kebutuhan penehitian dan diambil
dar1 komunitas yang telah
diketahui karakteristiknya terlebih
dahulu
5 Pengerukan dan Pembuangan
S5A Penurunan kualitas Konsentras1 TSS | Pengerukan dan Melakukan pengukuran TSS 10 titik lokas1 a Untuk Direktorat a Kementenan a Kementerian
arr laut (TSS) di1 bawah baku Pembuangan kemudian hasilnya dibandingkan parameter Jenderal Lingkungan Lingkungan
mutu dengan baku mutu air laut Kepmen kualitas air Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Iingkungan LH no 51 tahun 2004 Selamjutnya lengkap Laut Kehutanan Kehutanan
berdasarkan hasil pemantauan dibuat rata rata dilakukan 6 b Dimas b Dmas
Kepmen LH No dan dibandingkan dan ke waktu bulan dengan 2 Lingkungan Lingkungan
51 tahun 2004 (data trend) untuk melihat ik Hidup Hidup
tentang Baku kecenderungan perubahan (permukaan Kabupaten Provinsi Jawa
Mutu Air Laut perubahan kualitas lingkungan dan dan dasar) Subang Barat
Lampiran I (80 tingkat kritis b Khusus untuk ¢ Dmas
mg/L) pengambilan Lingkungan
sampel TSS Hidup
dilakukan Kabupaten
sermnggu sekall Subang
sebanyak 10
titik selama
kegiatan
pengerukan
dan
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institus: Pemantauan Lingkungan Hidup

No Jemis I%ﬁgflk yang I;;irl{:;t:; r/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas1 Pantau F\‘y :lﬁ‘;ng; Pelaksana Pengawas Pelaporan
pembuangan,
serta 3 itk
setiap han
6 Pembangunan Fasilitas Darat
6A Peningkatan laju ar Tidak terjadi Pembangunan Pemantauan secara langsung Lokast proyek Dilakukan 2 kalt Direktorat a Kementerian a Kementenan
lanan (run-offj genangan fasihitas darat terhadap keberadaan dan fungs: pada musim Jenderal Lingkungan Lingkungan
saluran dramnase dan RTH hujan saat tejadi Perhubungan Hidup dan Hidup dan
hujan deras Laut Kehutanan Kehutanan
selama keglatan b Dinas b Dinas
berlangsung Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provins:1 Jawa
Subang Barat
¢ Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
6B Keresahan masyarakat | Tidak terjad: Pembangunan a Peninjauan jalur ingas: baru Kantor operasional | Satu tahun sekali Direktorat a Kementenan a Kementerian
keresahan fasilitas darat pengganti saluran irigast yang fasum fasos dan selama Jenderal Lingkungan Lingkungan
masyarakat terputus utilitas operasional Perhubungan Hidup dan Hidup dan
b Peninjauan terhadap berlangsung Laut Kehutanan Kehutanan
underpass/fly over pada jalan b Dmas b Dmas
akses peduduk yang berpotongan Lingkungan Lingkungan
dengan jalan akses Pelabuhan Hidup Kabupaten Hidup
Patimban Subang Provins: Jawa
¢ Pengukuran jumlah masyarakat Barat
yang merasa khawatir terhadap c Dinas
kegiatan pembangunan fasilitas Lingkungan
darat Hidup
d Pengukuran dilakukan dengan Kabupaten
wawancara menggunakan Subang

kuestioner (data primer)

e Pengukuran jumlah peristiwa

protes dan unjukrasa penduduk
ke kantor perwakilan pemrakarsa
diperoleh darn catatan dan
keterangan pengurus lingkungan,
pemerintah desa atau perwakilan
pemrakarsa (data sekunder)
Informas: dan data yang perlu
digali lebih dalam akan dilakukan
wawancara mendalam dengan
informan kunct seperti dengan
tokoh masyarakat
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Ilidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jems gilnng)jlk yang Iggﬁ;’e r/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas1 Pantau F‘f :lfli‘;ng; Pelaksana Pengawas Pelaporan
g Jumlah sample ditentukan dengan
cara purposive sampling yaitu
penentuan sample berdasar pada
kebutuhan penelitian dan diambil
dart komunitas yang telah
diketahu1 karakteristiknya terlebih
dahulu
TAHAP OPERASIONAL
8 Pengadaan Tenaga Kerja
8A Terbukanya Masyarakat Kegiatan pengadaan Mengidentifikas: jumlah tenaga Area pelabuhan Satu tahun sekalt | Direktorat a Kementernian Kementernian
kesempatan kerja dan | terkena tenaga kernja kerja lokal yang dipekerjakan dan back up area selama kegiatan Jenderal Lingkungan Lingkungan
berusaha dampak/lokal operasional Informasi dan data yang perlu operasional Perhubungan Hidup dan Hidup dan
yang terserap digal lebih dalam, akan dilakukan Laut Kehutanan Kehutanan
sebagai tenaga wawancara mendalam dengan b Dinas Dinas
kerja > 30%) mforman kunci, sepert1 dengan Lingkungan Lingkungan
tokoh masyarakat Hidup Kabupaten Hidup
Jumlah sample ditentukan dengan Subang Provins: Jawa
cara purposive samplhng yaitu Barat
penentuan sample berdasar pada Dinas
kebutuhan penelitian dan diambal Lingkungan
dar1 komunitas yang telah Hidup
diketahu1 karakteristiknya terlebih Kabupaten
dahulu Subang
9 Operasional Fasilitas Laut
9A Sedimentasi Kedalaman Kegiatan operasional Pemantauan terhadap kualitas a Area pengerukan | a Sebelum Direktorat a Kementenan Kementerian
perairan sesuai fasilitas laut sedimen material pengerukan (3 titak) dan area pembuangan ( 1 Jenderal Lingkungan Lingkungan
dengan rencana sebelum dilakukan pembuangan pembuangan (3 kah) Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Surve: batimetr: di lokasi tit1k) b Sebelum dan Laut Kehutanan Kehutanan
pembuangan b Area setelah kegiatan b Dinas Dinas
pembuangan pembuangan Lingkungan Lingkungan
ditakukan Hidup Hidup
Kabupaten Provins1 Jawa
Subang Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
9B Perubahan garis Perubahan ganis | Kegiatan operasional Melakukan tracking garis pantai Garis pantai sis1 Satu tahun sekalh | Direktorat a hkementerian Kementenan
pantai pantai tidak fasilitas laut sepanjang 5 km kearah timur dan utara Jenderal Lingkungan Lingkungan
mengakibatkan barat dari Pelabuhan Patimban Perhubungan Hidup dan Hidup dan
kerusakan waktu yang dipihih pada saat Laut Kehutanan hehutanan
mfrastruktur tracking adalah pada saat pasang b Dinas Dinas
atau lahan tertingg: pada saat pemantauan Lingkungan Lingkungan
eksisting Melakukan pengukuran batimetr1 Hidup Hidup
secara berkala pada area alur Kabupaten Provinst Jawa




-28-

Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup institus: Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jemis I’?‘an;ntﬁ?lk yang Ig;irl{a{xi[:; r/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas: Pantau FV;J :f;;lelna; Peclaksana Pengawas Pelaporan
pelayaran kapal laut dan kapal Subang Barat
pernikanan untuk mengetahu ¢ Dinas
ketebalan sedimen selama Lingkungan
operasional Hidup
Kabupaten
Subang
a9C Perubahan fishing Tidak adanya hegiatan operasional |a Observasi lapangan dan a TPI Kali Dilaksanakan 6 Drrektorat Kementerian a Kementerian
ground laporan fasihitas laut wawancara terhadap Nelayan TPI Genteng, {enam) bulan Jenderal Lingkungan Lingkungan
gangguan Kali Genteng, Trumtum dan Trumtum dan sekall selama Perhubungan Hidup dan Hidup dan
daerah Tanjung Pura mengenai Tanjung Pura tahap Operasi Laut Kehutanan Kehutanan
penangkapan produktivitas pada lokasi b Admimstrasi Dinas b Dinas
dan/atau pemasangan rumpon dan umum Lingkungan Lingkungan
penurunan dianalisis secara deskriptif Pelabuhan Hidup Hidup
produksi/penda b Observasi lapangan, wawancara Patimban di Kabupaten Provinsi Jawa
patan dart terhadap Nelayan TPI Kah Kementerian Subang Barat
nelayan Genteng, Trumtum dan Tanjung Perhubungan Dinas Kelautan ¢ Dinas
Pura dan dianalisis secara dan TPI Kali dan Perikanan Lingkungan
deskriptif mengenair implementasi Genteng, Kabupaten Hidup
CSR Trumtum dan Subang Kabupaten
Tanjung Pura Subang
oD Keresahan masyarakat | Tidak ada Kegiatan operasional | a Membern laporan tentang jumlah Lokasi pelabuhan Satu tahun sekali Direktorat Kementerian a Kementenan
keresahan fasilitas laut pengaduan TPI Kah Genteng Jenderal Lingkungan Lingkungan
masyarakat b Memantau produks: dan kondisi Truntum dan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
nelayan Tanjung Pura Laut Kehutanan Kehutanan
Dinas b Dinas
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provins1 Jawa
Subang Barat
¢ Dmas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
12 Operasional Jalan Akses
12A Peningkatan Tidak terjadinya Kegiatan lalu lintas Melakukan analisa laboratorium 3 tutik di sekitar Dilakukan Drrektorat Kementenan a Kementenan
kebisingan kemacetan lalu dijalan akses kebisingan kemudian hasilnya lokas: proyek setahun 2 kali Jenderal Lingkungan Lingkungan
lintas akibat dibandingkan dengan baku mutu (musim kemarau Perhubungan Hidup dan Hidup dan
operasional jalan kebisingan Kepmen LH No 48 tahun dan musim hyjan) | Laut Kehutanan Kehutanan
akses pelabuhan 1996 Selanjutnya hasil pemantauan Dinas b Dinas
dibuat rata-rata dan dibandingkan Lingkungan Lingkungan
dar1 ke waktu (data trend) untuk Hidup Hidup
melihat kecenderungan perubahan Kabupaten Provinsi Jawa

perubahan kualitas lingkungan dan

Subang

Barat
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentulk Pemantauan Lingkungan Hidup Institust Pernantauan Lingkungan Hidup
No Jems Dampalk yang Indikator / Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokasi Pantau Walktu & Pclaksana Pengawas Pelaporan
Timbul Parameter Frekuensi
tingkat kiius ¢ Dinas
Lingkungan
Hidup
kabupaten
Subang
12B Gangguan lalu lintas Tingkat Kegiatan lalu lintas a Pemantauan secara langsung Jalan Pantura dan 1 x dalam 6 Direktorat a Kementenan a Kementenan
darat Kebisingan di di1 jalan akses terhadap arus lalu hntas Jalan akses bulan Dapat Jenderal Lingkungan Lingkungan
bawah baku b Membenkan informast jumlah dilakukan pada Perhubungan Hidup dan Hidup dan
mutu kecelakaan awal tahun (bulan | Laut Kehutanan Kehutanan
lingkungan ke 1 atau 1) dan b Dinas b Dinas
berdasarkan pertengahan Lingkungan Lingkungan
Kepmen LH tahun bulan ke 7 Hidup Hidup
Nomor 48 Tahun atau ke 8) Kabupaten Provins: Jawa
1996 tentang Subang Barat
Baku Tingkat ¢ Dinas ¢ Dmas
Kebisingan Perhubungan Lingkungan
Kabupaten Hidup
Subang Kabupaten
Subang
12C Keresahan masyarakat | Tidak adanya Kegiatan lalu lintas a Pengukuran jumlah masyarakat Jalan akses Satu tahun sekal: Direktorat a Kementenan a Kementerian
keresahan di jalan akses yang merasa khawatir terhadap Jenderal Lingkungan Lingkungan
masyarakat kegiatan operasional jalan akses Perhubungan Hidup dan Hidup dan
b Pengukuran dilakukan dengan Laut Kehutanan Kehutanan
wawancara menggunakan b Dinas b Dmas
kuestioner (data primer) Lingkungan Lingkungan
¢ Pengukuran jumlah peristiwa Hidup Kabupaten Hidup
protes dan unjukrasa penduduk Subang Provins1 Jawa
ke kantor perwakilan pemrakarsa Barat
diperoleh dan catatan dan ¢ Dmnas
keterangan pengurus lingkungan, Lingkungan
pemerintah desa atau perwakilan Hidup
pemrakarsa (data sekunder) Kabupaten
d Informas: dan data yang perlu Subang

digal: lebih dalam, akan dilakukan
wawancara mendalam dengan
mforman kunc1 seperti dengan
tokoh masyarakat

Jumlah sample ditentukan dengan
cara purposive sampling yaitu
penentuan sample berdasar pada
kebutuhan penelitian dan diambil
dan komunitas yang telah
diketahui karakteristiknya terlebih

dahulu
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jemus ,‘;i?é’jlk yang I;:rﬁgse r/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokasi Pantau F\‘)l\", ;l:é:ni'l Pelaksana Pengawas Pelaporan
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola
TAHAP KONSTRUKSI
2 Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengoperasian Basecamp
2A Penurunan kualitas Kualitas air laut | Air imbah dari lokast | Konfirmas: dan perawatan terhadap Lokas: kontrukst Selama tahap Direktorat a Kementerian a Kementenan
air laut (peningkatan tidak tercemar konstruksi dan kondis: fasilitas kebersihan, fasilitas dan basecamp konstruksi Jenderal Lingkungan Lingkungan
TSS}) basecamp pengelolaan air imbah berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
(setiap 2 bulan Laut Kehutanan Kehutanan
sekali) b Dinas b Dinas
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provinsi Jawa
Subang Barat
¢ Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
2B Timbulnya Penyakat Tidak Adanya tenaga kerja |a Pengumpulan data sekunder Lokas1 sekitar Selama tahap Direktorat a Kementerian a Kementerian
Menular meningkatnya konstrukst dan tentang pelaksanaan program proyek konstrukst Jenderal Lingkungan Lingkungan
Jjumlah pasten pengoperasian pencegahan HIV / AIDS yang telah berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
dan penyakit Basecamp dilaksanakan Laut Kehutanan Kehutanan
mfeksi karena b Mengdentifikas: jumlah pendenita b Dinas b Dinas
adanya tenaga dan membandingkan dengan data Lingkungan Lingkungan
kerja konstruksi sebelum ada kegiatan konstruksi Hidup Hidup
Kabupaten Provinsi Jawa
Subang Barat
¢ Dmas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
3 Mobilisas: Alat Berat dan Material
3A Kerusakan jalan Kerusakan jalan | Mobilisas: peralatan Memantau secara langsung terhadap Jalan Akses Satu bulan sekali Direktorat a Kementerian a Kementernian
dapat dan maternal kondais1 jalan Pelabuhan dan selama konstruks: | Jenderal Lingkungan Lingkungan
diminimalkan Analisis berdasarkan survey Jalan Pantura berlangsung Perhubungan Hidup dan Hidup dan
konsultan Pusakanagara Laut / Kehutanan Kehutanan
Direktorat b Dinas b Dimnas
Jenderal Bina Lingkungan Lingkungan
Marga dan Hidup Kabupaten Hidup
Konsultan Subang Provins: Jawa
Supervist Barat
¢ Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten

Subang
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institus: Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jenus %a;ln;flk yang I;;ri{;t:tz r/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Anahisis Data Lokas: Pantau Fvg :Iﬁgns; Pelaksana Pengawas Pelaporan
3B Peningkatan Konsentrasi SOz Mobilisas: peralatan Melakukan analisa laboratorium Lokast Setahun 2 kah Direktorat a Kementerian a Kementernan
kebisingan CO, NO2 dan dan materal parameter kebisingan kemudian Pembangunan (musim kemarau Jenderal Lingkungan Lingkungan
TSP tidak hasilnya dibandingkan dengan baku Pelabuhan dan musim hujan) | Perhubungan Hidup dan Hidup dan
melebihi baku mutu kualitas udara PP No 48 tahun | Patimban Jalan Laut Kehutanan hehutanan
mutu udara 1996 Selanjutnya hasil pemantauan Pantura Jalan b Dinas b Dinas
yang tercantum dibuat rata rata dan dibandingkan Akses Pelabuhan Lingkungan Lingkungan
pada PP No 41 dar1 ke waktu (data trend) untuk Patimban dan Hidup Hidup
Tahun 1999 melihat kecenderungan perubahan Simpang jalan Kabupaten Provinsi Jawa
tentang perubahan kualitas lingkungan dan Pantura dan jalan Subang Barat
Pengendalian tingkat krnitis akses Pelabuhan ¢ Dinas
Pencemaran Patimban Lingkungan
Udara Hidup
Kabupaten
Subang
6 Pembangunan Fasilitas Darat
6A Penurunan kualitas Konsentrast SOz Pembangunan Melakukan analisa laboratorium 3 ik di1 sekatar Setahun 2 kal Direktorat a Kementenian a Kementenan
udara (TSP dan Gas CO, NO2 dan fasihitas darat kualitas udara, kemudian hasilnya lokas: kegiatan selama tahap Jenderal Lingkungan Lingkungan
Buang) TSP tidak dibandingkan dengan baku mutu konstruksi Perhubungan Hidup dan Hidup dan
melebthi baku kualitas udara PP No 41 tahun berlangsung Laut dan Kehutanan Kehutanan
mutu udara 1999 Selanjutnya hasi pemantauan (musimm hujan dan | Konsultan b Dinas b Dinas
yang tercantum dibuat rata-rata dan dibandingkan musin kemarau) Supervisi Lingkungan Lingkungan
pada PP No 41 darn ke waktu (data trend) untuk Hidup Kabupaten Hidup
Tahun 1999 melthat kecenderungan perubahan Subang Provinsi Jawa
tentang perubahan kuahtas lingkungan dan Barat
Pengendalhan tingkat kritis ¢ Dinas
Pencemaran Lingkungan
Udara Hidup
Kabupaten
Subang
6B Peningkatan Kebisingan tetap | Pembangunan Melakukan analisa laboratorium 3 ik di1 sekatar Setahun 2 kalt Direktorat a Kementerian a Kementerian
kebisingan dibawah baku fasilitas darat parameter kebisingan kemudian lokas: kegiatan selama tahap Jenderal Lingkungan Lingkungan
mutu hasilnya dibandingkan dengan baku konstruksi Perhubungan Hidup dan Hidup dan
Iingkungan mutu kualitas udara PP No 48 tahun berlangsung Laut dan Kehutanan Kehutanan
berdasarkan 1996 Selanjutnya hasil pemantauan (musmm hyan dan | Konsultan b Dinas b Dinas
Kepmen LH dibuat rata-rata dan dibandingkan musim kemarau) Supervisi Lingkungan Lingkungan
Nomor 48 Tahun dar1 ke waktu (data trend) untuk Hidup Hidup
1996 tentang melthat kecenderungan perubahan Kabupaten Provins: Jawa
Baku Tingkat perubahan kualitas ingkungan dan Subang Barat
Kebisingan tingkat knitis ¢ Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten

Subang
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauvan Lingkungan Hidup Institus: Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jenis Dampak yang Indikator / Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas: Pantau Walktu & Pelaksana Pengawas Pelaporan
Timbul Parameter Frekuens:
6C Penurunan Kualitas Kualitas ar laut konstruksi fasilitas Melakukan sampling air laut dan 10 Lokas: d1 laut 4 kah setahun Direktorat a Kementerian Kementerian
arr laut tidak menurun darat hasilnya di1 bandingkan dengan dengan 2 Jenderal Lingkungan Lingkungan
secara rastic Kepmen LH No 51 tahun 2004 permukaan Perhubungan Hidup dan Hidup dan
dikarenakan Selanjutnya hasil pemantauan dibuat (permukaan atas Laut dan hehutanan hehutanan
aktivitas proyek rata-rata dan dibandingkan dar ke dan bawah) kontraktor b Dinas Dinas
waktu (data trend) untuk melthat Lingkungan Lingkungan
kecenderungan perubahan Hidup Kabupaten Hidup
perubahan kualitas hingkungan dan Subang Provinsi Jawa
ungkat kritis Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
6D Gangguan fauna Adanya habitat Pembangunan a Memberikan laporan tentang D1 sekatar lokasi Sebelum Direktorat a Kementenan Kementerian
terrestrial (Burung) baru fasilitas darat habitat baru proyek pelabuhan pembangunan Jenderal Lingkungan Lingkungan
b Pemantauan secara langsung di dan setelah Perhubungan Hidup dan Hidup dan
lapangan penyelesaian Laut dan Kehutanan Kehutanan
Konsultan b Dinas Dinas
Supervist Lingkungan Lingkungan
Hidup Kabupaten Hidup
Subang Provins: Jawa
Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
6E Gangguan Flora Adanya habitat Pembangunan Memberikan laporan tentang D1 sekatar lokasi Sebelum Direkiorat a hementerian Kementenan
terrestnial baru fasihitas darat keberadaan dan fungs: habitat baru proyek pelabuhan pembangunan Jenderal Lingkungan Lingkungan
dan setelah Perhubungan Hidup dan Hidup dan
penyelesaian Laut dan Kehutanan Kehutanan
Konsultan b Dmas Dinas
Supervist Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
kabupaten Provinsi Jawa
Subang Barat

Dmas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institus: Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jems ?‘iﬁgﬁk yang I;:ru:::;er/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas:t Pantau I;Y :ll:\igngsi Pelaksana Pengawas Pelaporan
7 Pembangunan Jalan Akses
7A Penurunan Kualitas Konsentras:1 SOz, | Kegiatan Melakukan analisa laboratorium 3 tinik di sekutar Setahun 2 kal Direktorat Kementerian Kementenan
udara (TSP dan Gas CO NO2dan pembangunan jalan kualitas udara kemudian hasilnya lokas: kegiatan selama tahap Jenderal Lingkungan Lingkungan
Buang) TSP tidak akses dibandingkan dengan baku mutu konstruksi Perhubungan Hidup dan Hidup dan
melebihi baku kualitas udara PP No 41 tahun berlangsung Laut dan Kehutanan Kehutanan
mutu udara 1999 Selanjutnya hasil pemantauan Konsultan Dinas Dinas
yang tercantum dibuat rata rata dan dibandingkan Supervisi Lingkungan Lingkungan
pada PP No 41 dar1 ke waktu (data trend) untuk Hidup Hidup
Tahun 1999 melihat kecenderungan perubahan Kabupaten Provinst Jawa
tentang perubahan kualitas hngkungan dan Subang Barat
Pengendahian tingkat kritis Dinas
Pencemaran Lingkungan
Udara Hidup
Kabupaten
Subang
7B Penmingkatan Kebisingan tetap | Kegiatan Melakukan analsa laboratorium 3 ik d1 sekatar Setahun 2 kah Direktorat Kementerian Kementenan
kebisingan dibawah baku pembangunan jalan parameter kebisingan kemudian lokas: keglatan selama tahap Jenderal Lingkungan Lingkungan
mutu akses hasilnya dibandingkan dengan baku konstrukst Perhubungan Hidup dan Hidup dan
lingkungan mutu kuahtas udara PP No 48 tahun berlangsung Laut dan Kehutanan Kehutanan
berdasarkan 1996 Konsultan Dimas Dinas
Kepmen LH Supervisi Lingkungan Lingkungan
Nomor 48 Tahun Hidup Hidup
1996 tentang Kabupaten Provins: Jawa
Baku Tingkat Subang Barat
Kebisingan Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
7C Penurunan kualitas Kualitas air Pembangunan jalan Memonitoring TSS menggunakan 3 itk sepanjang Setiap minggu Drrektorat kementenan hementerian
air permukaan permukaan akses thurbidity meter pembangunan Jenderal Lingkungan Lingkungan
tetap dibawah lokas: jalan akses Perhubungan Hidup dan Hidup dan
baku mutu Laut dan Kehutanan Kehutanan
lingkungan Konsultan Dinas Dinas
berdasarkan PP Supervisi Lingkungan Lingkungan
No 82 Tahun Hidup Hidup
2001 tentang Kabupaten Provins: Jawa
Pengclolaan Subang Barat
Kualitas Air dan Dinas
Pengendahan Lingkungan
Pencemaran Air Hidup
Kabupaten
Subang
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau

Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institus1 Pemantauan Lingkungan Hidup

No Jems "i‘frlnnbpualk yang Igsrlia:lt:tre r/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas: Pantau PYZ :lf\iznssbl Pelaksana Pengawas Pelaporan
7D Peningkatan laju air Tidak terjadi Pembangunan jalan Pemantauan secara langsung di Lokast Dilakukan 2 kal Direktorat a Kementerian Kementerian
laran limpasan yang akses lapangan pembangunan pada musim Jenderal Lingkungan Lingkungan
berlebth hujan saat tejada Perhubungan Hidup dan Hidup dan
hujan deras Laut dan Kehutanan kehutanan
selama kegratan Konsultan b Dinas Dinas
berlangsung Supervist Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provins: Jawa
Subang Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
7E Keresahan masyarakat | Tidak adanya Pembangunan jalan a Pengukuran jumlah masyarakat D1 sekatar lokast Sebelum Direktorat a Kementenan Kementerian
keresahan akses yang merasa khawatir terhadap proyek pelabuhan pembangunan Jenderal Lingkungan Lingkungan
masyarakat kegiatan operasional jalan akses dan setelah Perhubungan Hidup dan Hidup dan
b Pengukuran dilakukan dengan penyelesatan Laut dan Kehutanan Kehutanan
wawancara menggunakan Konsultan b Dinas Dinas
kuestioner (data primer) Supervist Lingkungan Lingkungan
¢ Pengukuran jumlah peristiwa Hidup Hidup
protes dan unjukrasa penduduk Kabupaten Provins: Jawa
ke kantor perwakilan pemrakarsa Subang Barat
diperoleh dan catatan dan Dinas
keterangan pengurus lingkungan, Lingkungan
pemerintah desa atau perwakilan Hidup
pemrakarsa (data sekunder) Kabupaten
d Informas: dan data yang perlu Subang
digali lebth dalam akan dilakukan
wawancara mendalam dengan
mforman kunct, sepert1 dengan
tokoh masyarakat
e Jumlah sample ditentukan dengan
cara purposive sampling, yaitu
penentuan sample berdasar pada
kebutuhan penelttian dan diambil
dan komunitas yang telah
diketahu: karaktenstiknya terlebith
dahulu
TAHAP OPERASIONAL
8 Pengadaan Tenaga Kerja
8A Timbulnya penyakit Adaya tenaga Adanya tenaga kerja | a Memberikan laporan tentang Sekatar lokasi Satu tahun sekali | Direktorat a Kementerian a Kementenan
menular kerja operasional | operasional pelaksanaan program pencegahan kegiatan {selama 3 tahun) Jenderal Lingkungan Lingkungan
HIV / AIDS Perhubungan Hidup dan Hidup dan
b Membernkan laporan dan Laut / Kehutanan hehutanan
pemeliharaan fasilitas sanitast Otoritas
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institust Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jems gua;ngﬁ{ yang I;;rx;{mm:;! Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokasi Pantau p\‘):»/ :11;‘;1;“8; Pelaksana Pengawas Pelaporan
fasilitas pengolahan aiwr imbah dan Pelabuhan Dinas b Dinas
tempat sampah Operator Lingkungan Lingkungan
¢ Mengidentifikas: jumlah penderita Terminal dan Hidup Hidup
dan membandingkan dengan data Pengembang Kabupaten Provinst Jawa
sebelum ada kegratan konstruksi fasilitas back Subang Barat
up area, ¢ Dmas
Pemda Lingkungan
Kabupaten Hidup
Subang Kabupaten
Subang
9 Operasional Fasilitas Laut
9A Penurunan kualitas Kualitas udara Mobilisas: kapal Pemantauan secara langsung Area pelabuhan Dilakukan Otoritas Kementenan a Kementenan
udara (TSP dan Gas tetap dibawah dilapangan setahun 2 kalt Pelabuhan Lingkungan Lingkungan
Buang) baku mutu (musim kening dan/atau Hidup dan Hidup dan
Iingkunganberda dan hujan) Operator Kehutanan Kehutanan
sarkan Terminal Dimas b Dmas
Peraturan Lingkungan Lingkungan
Pemerintah Hidup Hidup
Nomor 41 Tahun Kabupaten Provinsi Jawa
1999 tentang Subang Barat
Pengendalian ¢ Dinas
Pencemaran Lingkungan
Udara Hidup
Kabupaten
Subang
9B Penurunan kualitas a Kualitas air Operasional fasihtas |a Melakukan sampling effluent IPAL | titik Dilakukan Otoritas Kementerian a Kementenan
air laut laut tetap darat dramase, o1l separator 0 titik lokas: setahun 2 kali Pelabuhan Lingkungan Lingkungan
dibawah baku b Melakukan sampling kualitas air Untuk Hidup dan Hidup dan
mutu laut dan kemudian hastlnya parameter Kehutanan Kehutanan
Imgkungan dibandingkan dengan baku mutu kualitas air Dinas b Dinas
berdasarkan air laut Kepmen LH no 51 tahun lengkap Lingkungan Lingkungan
Kepmen LH No 2004 Selanmjutnya hasil dilakukan 4 Hidup Hidup
51 tahun 2004 pemantauan dibuat rata-rata dan kali dalam Kabupaten Provinsi Jawa
tentang Baku dibandingkan dan ke waktu (data setahun dengan Subang Barat
Mutu Arr Laut, trend) untuk mehhat 2 tihk c¢ Dinas
Permen LH No kecenderungan perubahan (permukaan Lingkungan
5 Tahun 2014 perubahan kualitas hngkungan dan dasar) Hidup
tentang baku dan tingkat kntis Khusus untuk Kabupaten
mutu air pengambilan Subang
limbah sampel TSS
dilakukan
settap han
selama kegratan
reklamasi yang
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institus1 Pemantauan Lingkungan Hidup
No
Jemis %gfnng)ﬁ{ yang I;:rx{a{;t:; 1{ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas1 Pantau IXZ :kklign&; Pelaksana Pengawas Pelaporan
menyebabkan
kekeruhan
9C Gangguan lalu hntas Tidak Mobilisas: kapal Pemantauan secara langsung Lokast pelabuhan Setiap harn Otoritas Kementerian Kementerian
laut terganggunya Pelabuhan Lingkungan Lingkungan
kapal nelayan dan/atau Hidup dan Hidup dan
dan kapal PT Operator Kehutanan Kehutanan
Pertamina serta Terminal Dinas Dinas
jalur pipa mihk Lingkungan Lingkungan
PT Pertamina Hidup Hidup
Kabupaten Provins: Jawa
Subang Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
9D Timbulan Limbah Tidak terjadi Operasional fasilitas Memantau keberadaan dan fungsi RF TPS B3 TPS a Pemeliharaan Otoritas Kementerian Kementerian
cemaran hmbah laut RF, TPS B3 dan TPS domestik domestik RF dilakukan Pelabuhan Lingkungan Lingkungan
ke laut setiap hari Hidup dan Hidup dan
Penyimmpanan Kehutanan Kehutanan
maksimal < 90 Dinas Dinas
har Lingkungan Lingkungan
Pengangkutan Hidup Hidup
dilakukan Kabupaten Provins: Jawa
minimal 2 han Subang Barat
sekalt Dmas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
10 Operasional Fasilitas Darat
10A Gangguan fauna Adanya fasilitas Adanya fasilitas Melakukan pemantauan langsung Habitat baru Satu tahun sekali | Otoritas Kementerian Kementerian
terrestnal (Burung) baru darat terhadap habitat baru Pelabuhan Lingkungan Lingkungan
Hidup dan Hidup dan
Kehutanan Kehutanan
Dmas Dinas
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provinsi Jawa
Subang Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten

Subang
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
No Jems gggflk yang I;:;:Iitg; r/ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokasi Pantau F‘é_’ :ftu‘;ng; Pelaksana Pengawas Pelaporan
10B Peningkatan laju air Tidak terjadinya | Adanya operasional Pemantauan secara langsung kondis: | Sepanyjang jalan Dilakukan 2 kal Otoritas Kementerian Kementerian
lanan (run off} genangan fasilitas darat dramase akses pada musim pelabuhan Lingkungan Lingkungan
hujan saat tejadi Hidup dan Hidup dan
hwjan deras, Kehutanan Kehutanan
selama kegiatan Dmas Dmas
berlangsung Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provins: Jawa
Subang Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
10C Penurunan kualitas Kualitas air laut Operasional fasilitas Melakukan analisa laboratorium 10 titik lokasi Untuk Direktorat Kementerian Kementerian
air laut tidak memburuk | darat kualitas air laut dan kemudian parameter Jenderal Lingkungan Lingkungan
hasilnya dibandingkan dengan baku kualitas air Perhubungan Hidup dan Hidup dan
mutu air laut Kepmen LHno 51 lengkap Laut dan Kehutanan Kehutanan
tahun 2004 Selanjutnya hasil dilakukan 4 Konsultan Dmas Dinas
pemantauan dibuat rata-rata dan kalt dalam Supervist Lingkungan Lingkungan
dibandingkan dan ke waktu (data setahun dengan Hidup Hidup
trend) untuk mehhat kecenderungan 2 ik Kabupaten Provinsi Jawa
perubahan perubahan kualitas (permukaan Subang Barat
Ingkungan dan tingkat knitis dan dasar) Dmas
Khusus untuk Lingkungan
pengambilan Hidup
sampel TSS Kabupaten
dilakukan Subang
setiap har
selama keglatan
reklamasi yang
menyebabkan
kekeruhan
11 Pemeliharaan Kolam dan Alur Pelayaran
11A Penurunan Kualitas Kualitas air laut | Pemeliharaan kolam Melakukan sampling kualitas air laut | 10 titzk lokas: Untuk Direktorat Kementerian Kementenian
air laut tetap dibawah dan alur pelayaran dan kemudian hasilnya parameter Jenderal Lingkungan Lingkungan
baku mutu dibandingkan dengan baku mutu ar kualitas air Perhubungan Hidup dan Hidup dan
hngkunganberda laut Kepmen LH no 51 tahun 2004 lengkap Laut Kehutanan Kehutanan
sarkan Kepmen Selanjutnya hasil pemantauan dibuat dilakukan 4 Dinas Dinas
LH No 51 tahun rata-rata dan dibandingkan dan ke kal dalam Lingkungan Lingkungan
2004 tentang walktu (data trend) untuk melithat setahun dengan Hidup Hidup
Baku Mutu Air kecenderungan perubahan 2 tink habupaten Provinsi Jawa
Laut perubahan kualitas ingkungan dan {permukaan Subang Barat
tingkat knitis dan dasar) Dinas
Lingkungan

Hidup
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institus: Pemantauan Lingkungan Hidup
N
0 Jems ?‘i;n‘fjlk yang I;:rl{:;t:; 1{ Sumber Dampak Metode Pengumpulan & Analisis Data Lokas1 Pantau FYZ éﬁ:ng; Pelaksana Pengawas Pelaporan
b khusus untuk Kabupaten
pengambilan Subang
sampel TSS
dilakukan
semnggu sekall
selama keglatan
reklamasi yang
menyebabkan
kekeruhan
12 Operasional Jalan Akses
12A Penurunan kualitas Kualitas udara Kegiatan lalu hntas Monzitoring secara langsung Sepanjang jalan Satu tahun 2 kal Darektorat Kementenan Kementenan
udara (TSP dan Gas tidak mengalam: | dijalan akses akses {musmm kemarau Jenderal Lingkungan Lingkungan
Buang) penurunan dan musim hujan) | Perhubungan Hidup dan Hidup dan
dengan adanya Laut dan Kehutanan Kehutanan
operasional Konsultan Dimnas Dinas
Supervist Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provins: Jawa
Subang Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
12B Peningkatan laju air Tidak terdapat Adanya jalan akses Pemantauan secara langsung kondis1 | Sepanjang jalan Dilakukan 2 kali Otoritas Kementenan Kementerian
lanan (run off) genangan drainase akses pada musim pelabuhan Lingkungan Lingkungan
hujan saat tejads Hidup dan Hidup dan
huyjan deras Kehutanan Kehutanan
selama kegiatan Dmas Dinas
berlangsung Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provinsi Jawa
Subang Barat
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
12C Alh fungs: lahan Timbulnya Adanya jalan akses a Pemantauan secara langsung Sepanjang jalan Selama Otoritas Kementerian Kementertan
permukiman terhadap perubahan fungs: lahan akses operasional Pelabuhan Lingkungan Lingkungan
dan berbaga1 yang sesuai dengan dengan berlangsung Hidup dan Hidup dan
fasilitas umum aturan RTRW Kabupaten Subang (musim kemarau Kehutanan Kehutanan




Dampak Lmgkungan Yang Dipantau

No Jems Dampak yang Indikator /
Timbul Parameter

serta sarana
perekonomian di
sekitar lokasi
jalan akses

12D Kerusakan jalan Kernsakan jalan
dapat
dimimmalkan

Sumber Dampak

Lalu Imtas dijalan
akses
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Bentuk Peirmntanan I mgkungan Hidup Institusi Pemantauan Lmgkungan Hidup
M L : Waktu &
etode Pengumpulan & Analisis Data Lokasi Pantau Frekuensi Pelaksana Pengawas Pelaporan
b Pemantauan dan memelihara dan musim hujan) b Dinas Dinas
tanaman pohon yang telah di Lmgkungan Lmgkungan
tanam (taman dan pelindung Hidup Hidup
jalan) Kabupaten Provinsi Jawa
Subang Barat
Dinas
Lmgkungan
Hidup
Kabupaten
Subang
Pemantauan secara langsung Jalan Pantura Setahun 2 kali Otontas a Kementerian Kementerian
terhadap kerusakan jalan (3 tahun) pelabuhan Lmgkungan Lmgkungan
Hidup dan Hidup dan
Kehutanan Kehutanan
b Dinas Dmas
Lmgkungan Lmgkungan
Hidup Hidup
Kabupaten Provmsi Jawa
Subang Barat
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Dmas
Lmgkungan
Hidup
kabupaten
Subang



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI
DESA PATIMBAN, DESA KALENTAMBO, DESA GEMPOL, DESA KOTASARI,
DESA PUSAKARATU, KECAMATAN PUSAKANAGARA DAN DESA PUSAKAJAYA,
KECAMATAN PUSAKAJAYA, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA DIREKTORAT KEPELABUHANAN, DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Rangkalan Keglatan Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di
Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa
Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya, Kecamatan
Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat oleh Direktorat
Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan, akan berdampak terhadap lingkungan di lokas: kegiatan dan
sekitarnya, untuk i1tu diperlukan upaya pengelolaan lingkungan terhadap
dampak penting dan dampak lainnya melalui beberapa pendekatan
pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan terencana
Pengelolaan lingkungan hidup akan dilakukan melalui pendekatan teknologi,
pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan institusi

1 Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dilakukan dengan menerapkan teknologi yang
ekonomis, tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan karakteristik
dampak yang timbul dalam upaya meminimalkan dampak negatif Secara
ringkas upaya pendekatan teknologi terhadap dampak-dampak penting
adalah sebagai berikut

a Pengaturan/penjadwalan alat-alat berat yang akan digunakan sehingga
tidak semua alat berat digunakan secara bersamaan untuk mengurangi
debu dan gas buang serta mengurang: kebisingan

b Melakukan pengelolaan terhadap lmbah/ceceran dar kapal yang
singgah dan tidak langsung dibuang ke laut untuk mengurang:
penurunan kualitas air laut

¢ Membangun IPAL (Instalas1 Pengolahan Air Limbah) untuk pengelolaan
air imbah domestik

d Penempatan satpam dan pemasangan rambu-rambu untuk mengatur

lalu lintas

e Memihh jalur laut untuk pengangkutan peralatan dan material yang
melebih1 kapasitas jalan untuk mengurangi kerusakan jalan

2 Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial ekonomi adalah langkah-langkah yang akan ditempuh
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengelola dampak
terhadap lingkungan melalur tindakan yang berdasarkan atas interaksi
sosial dan bantuan peran pemerintah yang meliput:

a Memprioritaskan penggunaan tenaga kerja non terampil dar1 desa-desa
setempat berkoordinasi dengan pemerintah desa

b Mengembangkan Program Pemulihan Mata Pencaharian (LRP) dan
menjelaskan LRP secara jelas dan transparan untuk mengurangi
keresahan masyarakat



c

Mendokumentasikan proses (pengumuman, daftar tenaga kerja yang

diterima) penerimaan tenaga kerja lokal

3 Pendekatan Institusi
Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam upaya menanggulangi
dampak terhadap hngkungan meliputi

a

b

o «Q

Berkoordinasi dengan Dmas Lmgkungan Hidup (DLH) Kabupaten
Subang

Berkoordinasi dengan Badan Lmgkungan Hidup (BLH) Kabupaten
Indramayu

Berkoordinasi dengan Badan Lmgkungan Hidup (BLH) Kabupaten
Purwakarta
Berkoordinasi dengan Dmas Lmgkungan Hidup (DLH) Provmsi Jawa
Barat
Berkoordinasi dengan Dmas Perhubungan Kabupaten Subang
Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bma Marga, Kementenan
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Berkoordinasi dengan PT PERTAMINA
Meningkatkan program kehumasan terkait dengan upaya perlmdungan
dan pengelolaan Imgkungan yang dilakukan serta menampung aspirasi
masyarakat
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